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WALIKOTA METRO

PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN WALIKOTA METRO
NOMOR |9 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PELARSANAAN FEMBANGUNAN SARANA DAN PRABARANA BERTA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN

Menimbang

Mengingal

=L

WALIKOTA METRO,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 avat (1}
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 20158 enlang
Kecamatan, Pemerintah Korta Metro mengalokasikan anggaran
pendanaan kelurahan pada anpearan pendapalan dan Delana
daerah Kota Metro,

babhwa unluk melaksanakan penyvelengearaan pembangunan
sATAENA dan prasarans scria pemberdayasan masyarakat di
kelurahan, perlu menetapkan Peraturan Walikots, tontang
Pedoman Pelaksanasan pembangunan sarand dan prasarana
serla pemberdayaan masyvarakat di kelurahan;

Lndang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Dati I Way Kanan, Kabupaten Dati 11 Lampung
Timur dan Kotamadya Dati I Metro {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 MNomor 46, Tambahan
Lembaran Negara Hepublik Indonesia Nomor 3825);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Urganisasi
Kemasvarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5430) sehagaimana felah diuhah dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-UTndang NMomor 2 Tahun 2017
tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 17 Tahun
2013 tentang Organizasi Kemasyarakatan [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tehun 2017 Nomor 239, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61.29);

3. Undang-Undang Nomaor 23 Tahun 2014 lentang Pemenntahan

Dacrah (Lembaran MNegara Republik Indonesisa Tahun 20104
MNomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia
Nomor 2587) scbhagmimana telah becberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor @ Tahun 2013
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerinlahan Daerah (Lembaran Mepara

Kepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Repubdik Indonesia Nomor 5679);
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4.

10,

11.

13,

Peraturan Pemenntah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Alantansi  Pemerintahan  [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabhun 2010 Nomor 123, Tembahan Lembaran
Mepara Republik Tndonesia Nomor 51635;

Peraturan  Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 enlang
Pelaksanaan Undang ~Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang
Organisasi  Kemasyarakalan (Lembaran Negara  Republik
Indonesta Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran
Mepara Hepublik Indonesia Nomor 3958);

Peraluran  Pemernniah Nomor 1Y Tahun 2008 enlang
Kecamalan (Lemnbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 7.3, Tambahan Lembaran Nepara Republik Indonesia
Nomaor 6206);

Peraturan  Pemerintah  Nomor |2 Tahun 2019 tenlang
Penpelolaan Keuangan Dacrah [Lembaran Nepara Hepublik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa DPemerintah (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2018 Momor 33);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008
tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyvusunan Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penvarmpaianva;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tabhun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 [Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 3 10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tabhun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial vang
Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Dacrah
{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20011 Nomor 3450)
sebagaimana telah diubah beberapas kali lerakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 {Benta
Megara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);

.Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 33 Tahun 2012

tlentang Pedoman Pendallaran Organmisasi Kemasyaralkatan di
Lingkungan Kemenlenan Dalam Negenl dan Pemerntah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
446);

Peraluran Menternn Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017
lentang Pengawasan  Orgamsasi Hemasvarakatan di
Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerinlah
Davrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomaor
1031);
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14.

16.

} s

20.

21.

22,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017
tenlang  Pendallaran  dan Pengelolaan Sistem Inlormas
COreonisast Kemasyarakatan (Benta Negara Republik [ndonesia
Tahun 2017 Nomor LO32);

.Peraturan Mcntenn Dalam Negen Nomor 86 Tahun 2017

tontaneg Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembanpunan  Dacrah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Feraturan Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Dracrah dan Rencana Pembansunan Jangks Menenpah Dacrah
Serta Tata Cara Hencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Kencana Pocmbangunan Jangka Menengah Daerah
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah [(Berita Negara
Republik Indonesia Talun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam MNegeri Nomer 130 Tahun 2018
tentang Kegiatan Pembanpgunan Sarana dan  Prasarana
Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
(Rerita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomar 139},

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/.Jasa
Pemerintah Nomor 7 Tahon 2018 lentang  Pedorman
Perencanaan  Pengadaan Barang/Jasa Pemermiah  (Berila
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 760,

. Peraluran Lembaga  Kebjjakan Pengadaan  Barang/Jasa

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swalelola
(Berita Negars Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 761}

. Peraturdan Lembags  Kebjjakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemeriniah Nomor 9 Tabhun 2018 Pedoman  Pelaksanasn
Pengadaan Barang/Jasa Melalyn Penyedia  (Benla Negara
Repullik Indonesia Tahun 2018 Nomor 762);

Peraluran Daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2010 tentang
Pokok-Pokok  Pengelolaan  Keuangan Dacrah  (Lembaran
Daerah  Kota Metro Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 2);

Peraturan Daerah Kola Metro Nomor 15 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dacrah Kota Metro
Tahun 2016 — 2021 (Lcmbaran Daerah Kota Metro Tahun
2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro
Momor 13);

Peraturan Dacrah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 fentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro
(Lembaran Dacrah Kota Mctro Tahun 2016 Nomor 24,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 24
schagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9
Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2019
Momor 9, Tambahan Lembaran Daerab Kota Metro Momor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN BEARANA DAN PRASARANA SERTA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN.
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BAE I
PENGERTIAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walkota ini, yang dimaksud dengan :

1.

o

10.

LT

12,

13,

14,

Pemerintah Daerah adalah kepala dacrah schagai unsuar ponvelenggars
Pemcrintahan Dacrah yang memimpin pelaksanaan urusan pemenntahan vang
menjadi kewenangan dacrah otonom.

Daerah adalah Kota Melro.,
Walikota adalah Walikota Metro.

Kecamatan atau discbul dengan nama lain adalah baman wilavah dan dacrah
kcbupatenfkota vane dipimpin olch camat.

Kelurahan adalah bagian wilayah dan Kecamatan scbagal  perangkat
Kecamatan vang dipimpin oleh lurah.

Satuan Kena Perangkat Daecrsh yang sclanjuinys dismpkat SKEPD adalah
perangkat dacrah pada  Pemerintah  Dacrah sclaku pengguna
anggaran/ pcngguna barang,

Program adalah bentuk instrumen kebijakan wvang berisi 1 (satu] atau lebih
Kegintan wang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau
masvarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai
sasaran dan tujuan pembangunan Daerah

Kegiatan adalah bagian dari program vang dilaksanakan oleh satu atan lebih
unit kerja pada 3KPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada
suaty program dan terdiri dari sekumpulan tindaken pengerahan sumber daya
baik yang berupa sumber daya manusia, barang modal (ermasuk peralatan
dan teknologi. dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesernua jenis sumber

daya tersebut sebagal masukan [input) untuk menghasilkan keluaran [ouatput)
dalam bentuk barang/jasa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjuinya disingkat APBN
adalah rencana keunangan tahunan pemerintahan negara yang diselyjul oleh
Dewan Perwakilan Rakyat.

Angsaran Pendapatan dan Belanja Daerah vang selanjulnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan daerah yvang ditetapkan dengan Peraluran
Dacrah.

Dana Alokasi Umum Tambahan vang selanjutnya disingkat DALY Tambahan
adalah dukungan pendanaan bagi Kelurahan di kabupaten/kola untuk

kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan
masvarakat di Kelurahan.

Pembangunan sarang dan prasarans serla pemberdayaan masyarakat adalah
anggaran pembangunan serans dan prasarana pelayanan sosial dasar vang
berdampak langaung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan
pemberdayaan  masyarakal uniuk pemingkatan kapasitas dan  kapabilitas
masvarakat di Kelurahan dengan mendayagunaksn polensi dan sumber dava
sendiri di kelurahan.

icrakan Membangun Bumi Sad Wawad vanp selanjutnys disingkat Gerbang
BSW  adalah  kegialan unggulan Pemerintah Kota Metro dalam  rangka

peningkalan peran serts dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan
dacrah.

Camat sclakn Pengguna Anggaran yang selanjulnya disingkat PA adalah
polabat pemegang kewenangan penggranaan anggaran Perangkat Daerah,
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15,

16.

17.

18.

19.

20}

3.3 I

22,

23.

24,

25.

26,

28,

Lurah selalu Kuasa Pengpuna Angparan pada [Pelaksanaan APBD vang
sclapjutnya  disingkat KPA  adalah  pejabat yang dikeri kuesa  untuk
melolesanalkkan sebapan kewenangan pengepuna anggaran dalam melaksanakan
sebagian tugas dan fungsi Perangkat Dacrah,

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat
vang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atan
melakubkan tindakan vang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja
nesarafangearan belanja dacrah.

Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang sclanjutnya disingkat UKDPBJ adalah
unit kerja di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Dacrah yang menjadi pusat
keungsulan Pengadaan Barang/.Jasa,

PPKP adalah Pejabat Penatausahaan Keunangan Pembantu yang melaksanakan
satu atau bcbeorapa Kegiatan dari suatu program scsual deongan bidang
tugasnya

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan vang selanjutnya disingkat PPTK adalah

pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan sat atau beberapa Kegiatan
dari suatu program sesuai dengan bidang togasnya.

Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasifpejabat fungsional personel
yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung,
dan/atau E-prurchasing.

Pejabat Permeriksa Hasil Peketjaan vang selanjutnya disingkal PjPHP adalah
pejabat administrasi/pejabat fungsional / personel vang hertugas memeriksa
administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang [Jasa,

Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnva disingkat APIFP adalah
aparat vang melakukan pengawasan melalo aadit, reviu, pemantanan,
evaluasi, dan kegiatan pengawasan lamn lerhadap penvelengegaraan tugas dan
Mungsi Pemerintah,

Bendahara Pengeluaran Pembaniu adalah Bendahara yvang ditunjuk untuk
membantu  kelancaran  kegiatan  pada  suatu satker di mana  dia
bertangeungjawab alas pembavaran vang dia lakukan

Lembaga Kemasyarakalan Eelurahan yang seclanjutnya disingkat LKK adalah
fermbapgs vang dibentuk oleh masyvarakat scsual dengan kebutuhan dan
merupakan mitra lurah dalam memberdayakan masyarakat.

Penyelenggary Swakelola adalah Tim yang menyelengparakan kegiatan secara
Bwakelola,

Hibiah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah
kepada pemenntah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah,
masyarakat dan orpanisasi kemasyarakatan, yang secara spesiik  Lelah
ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikal, seria tidak
secara terus mencrus vang bertujuan untuk memunjang penyelemggaraan
wrusan pemcerintabh daerah.

Naskah Peganjian Hibah Daerah yang selanjutnya di singkal NPHD adalah
naskah peranjian hibah vang bersumber dari Anpggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dengan Penerima Hibah.

Ferencanaan Pengadoan Barang/Jasa vang selanjuinya discbut Percncanaan
Pengadaan adalah proses perumusan kegiatan yang dimulal dari identifikasi
kebutuhan, penetapan  harang/jasa, cara Pengadaan Barang/Jasa, jadwal
Pengadaan Barang/Jasa, anggaran Penpadaan Barang,/Jasa.



jdih.metrokota.go.id
BAGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO

X

30,

ok

32

33,

34.

36,

37,

38,

39.

41).

41.

43,

43,

Rencana Umum Pengadasan Barang/Jasa vang sclanjutnya disimmgkat REUP
adalah daftar rencana FPengadaan Barang/.Jasa vang akan dilaksanakan oleh
kementerian / Lembaga /Peranglat Daerah.

Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan yang selanjutnya disingkat SIRUP
adalah sistem informasi vang dibuat dan dikembangkan oleh LKPP untuk
IMETLY USUT dan mengurnumkan RUP paca ML nE-masing
Kementerian /Lembaga (Peranglkat Daerah,

Lavanan Pengadasan Scoara Elekironik adalab layanan pengelolaan telnolog
wiormeas unluk memlaslilasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secars
elektromilk,

Pengadaan Barang/JJasa melalw Swakelola vang sclanjutnya dischut Swakelola
adalah carm memperolch barang/jasa yvang  dikerjakan sendin oleh
Kementerian/Lembapa /Perangleat Daerah, Kementernan/Lembaga/Perangkat
Daerah lain, organisasi kemasvarakatan atau kelompol: masvarakat,

Aparat Pengawas Intern Pemerintah vang selanjutnyva disingkat AP adalah
aparat vang melakukan pengawasan melalul audit, reviu, pemantauan,
evaluasi dan kegiatan pengawasan lan terhadap penvelenpgarasn tugas dan
fungsi Pemerintah.

Organisasi Kemasyarakatan yang selanjuinys dizebut Ormas adalah organizsasi
yang didiirikan dan dibhentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan
kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan
untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya mjuan Negara
Resaluan Republik Indonesia vang berdasarkan Pancasila,

Kelompok Masyvarakal adalah kelompok masyarakal vang melaksanakan
Fengadasn Bamng/Jaza  dengan dukungan  anpgaran belanga dan
APBN/APEBD.

Pengadaan Barang/Jasa melalui Penvedia adalah cara memperoleh
barang/jasa vang disedakan oleh Pelakua Usaha,

Pelaku Usaha adalah sctiap orang perorangan atau badan usaha, baik vang
berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum vang didirikan dan
berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayabh hukum negara
Eepublik Indonesia, baik sendin maupun bersama-sama melalui perjanjian
menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Penyedia Barang/Jasa Memerintah yang selanjutnya disebut Penvedia adalah
Pelaku Usaha vang menvediakan barang/jasa berdasarkan kontrak,

Barang adalah setiap benda baik bersujud mauvpun tidak berwujud, hergerak

maupun tidak bergerak, vang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan
atau dimanfaarkan oleh Pengguna Barang.

Pekerjaan HKonstruksi adalabh keseluridthan  atau schagman kepiatan  vang
meliputi pembangunan, pengoperasian, pemebharaan, pembongkaran dan
pembangunan kemball sualu bangunan.

Jasa Konaultansi adalah jasa lavanan peofesional vang membutuhkan keahlian
tertentu diberbagai bidang keilmian vang mengutamakan sdanva olah pikir.

Jasa Lainmya adalah Jasa non-konsultans atau jasa vang membutuhlian
poralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tota
kelola vang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menvelesailkan suaiua
pokerjaan,

Harga Porkiraan Sendin yenpg selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan
harga barang/jasa vang diletapkan oleh PPR.
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44,

4,

47,

35,

49.

S0k

Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya  adalab
metode  pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan
Konatrulksi/.Jasa Lainnya yang bernilal paling banyak Ep. 200,000.000,00 (dua
ralus juta rupdah).

Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi adalah metode pemilihan untuk
mendapathan Penyedia  Jasa Konsullansi vang  bernilal paling  banvak
Fp. 100,000, 000,00 (seratus juta rupiah],

Dokumen  Pemilihan  adalabh dokumen vang  ditetapkan oleh  Poiga
Pemilihan/Pejabal Penpadaan/Apen FPengadaan yvang memual miormas dan
kerentuan vang harmis ditaat oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia.

Kontrak Pengadasn Barang/Jasa vang selanjutnya disebut Kontrak adalahb
perjanjian tertulis antara PA/KPAJPPK dengan Penvedia Barang/Jasa atau
pelaksana Swakelola.

Konsolidasi Pengadaan Barang/Jass adalah strateg Penpadaan Barang/Jasa
vang menggabungkan beberapa paket Pengadaan Barang/.Jasa sejenis.

Usaha Kecil adalah usaha mokro dan usaha kecil sebapaimeana dimaksud
dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding adalah kesepakatan
anfara FA/KPA  penanggung  jawab anggaran dan pimpinan
Kementerian/Lembagn /! Perangkat Daerah lain, pimpinan Ormas, aiau
penanggung jawab Kelompok Masvaralkat secara rtertulis sebagai dasar
penyusunan konfrak swakelola.

Kontrak Pengadaan Barang/Jasa melalui S8wakelola vang aelanjucnya diselnal
Kontrak Bwakelola adalah perjanjian termulis antara PAJKPA/PPR dengamn
ketua tim pelaksana Swakelola  Kementedian /Lembapa  Perangkat Dacrah
lainnya, prmpinan Ormas pelaksana Swakelola, atau pimpinan Kelompok
Wasyvarakal pelaksana Swakelola,

BABR II
TUJUAN, KEBIJAKAN, PRINESIPF DAN ETIEA

Bagian Kesatu
Tujuan
Pagal 2

Pembangunan sarand Jddan prasarand serta pemberdayvaan masyarakat di kelurahan
bertujuan ;

A,

b

d.

Meningkatkan peran serta dan parfisipasi masvarakat dalam pelaksanaan
pembangunan;

Menmgkatlkan penggunaan produk dalam negeri;

Meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Keecil, dan Usaha Menengah;
dan

Mendorong pemerataan ekonomi.

Bagian Eedua
Kebijakan

Pasal 3

Kebfjakan pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayvaan masyarakat di
kelurahan meliputi :

.

Melibatkan kelompok masyarakat danfatan organisasi kemasvarakstan;
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L.

Membenkan kesempatan kepada Usaha Wikro, UUsaha Keeil, dan Usaha
Menengah,

Meningkatkan pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung  pada
meningkatnya kualitas hidup masyarakat; dan

Meninghatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di Kelurshen dengan
mendayapunakan polens: dan sumber daya sendir.

Bagian Ketiga
Prinsip

Pasal 4

Pembangunan sarana dan prasarana scrta pcmberdayaan masyarakat di kelurahan
menerapkan prinsip :

i

=

oo

efizien:
efelctif:
transparan;
terbulka:
hersaing;
aidil; cdan
aluntahbel,

Bagian Keempat
Etika

Pa=sal 5

Semua pihak vang terlibat dalam pembangunan sarana dan prasarana serta
pemberdayvaan masyarakat di kelurahan mematuhi etika sebagai berloat -

.

melaksanakan tugas sccara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk
mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tijuan pembangunan sarana
dan prasarana serla pernberdayaan masyarakat di kelurahan;

bekerja secara profesional, mandir, dan menjaga kerahasiaan informasi vang
menurul  silatnya harus  dirahasiakan untuk mencegah  penyimpangan
Penpgadasn Burang /. Jasa;

tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tHdak langsung yang
berakibat persaingan usaha tidak sehat:

menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditstapkan
sesuai denpan kescpakatan tertulis pihak vang terkait;

menghindan dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang
terkeat, baik secara lanpgsung maupun tidak langsung, yang beralabat
persaingan usaha tidak sehat dalam Penpadaan Barang/.Jase Pelaksanaan
Pembangunan sarana dan prasgrana serta pemberdayaan tmasyarakat di
kelurahan;

metighindan dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negars;
menghindari dan mencegah penyvalahpunasn wewenang dan /fatau kolusi; dan

tidak mcnerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi
HiBy menerima hadm.h, imbalan, komisi, rabat dan apa seja dari atau kepada
siapapun wvang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Penpadasn
Barang /.Jass,
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BARE III
RUANG LINGKUP
PROGRAM, KEGIATAN DAN PEKERJAAN

Bagian Kesato
Program
Pasal 6

Progratm Pembangunan sarana dan prasarans serta pemberdavaan masyarakat di
lecharahan digunakan unluk membiayal pelayvanan sosial dasar yang Lerdumpak
langsung pada meningkainya kualitasz hidup masvarakat dan peningkatan
kapasitas dan kapabilitas masyarakat di keclurahan dengan mendavagunakan
potensi dan sumber daya sendiri.

Bagian Hedua
Kegiatan

Pasal 7

Kematan pelaksanaan Pembangunan sarana dan prasarana serta permberdayaan
masyarakat di kelurahan meliputi namun tidak terbatas pada :

a. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pembérdayaan
Masyarakat; dan

b. Kegiatan Gerakan Membangun Bumi Sai Wawai.

Bagian Ketiga
Klasifikasi Pekerjaan

Pasal 8
Peraturan Walikola ini mengatur klasifikasi pelerjaan ;
a2 Pembangunan sarans den prasarana Kelurahan; dan
b,  Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.

Bagian Keempat
Jenis Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 9
(1} Pelaksanaan Jenis Pekerjaan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi :
a. Pengadesan barang/jasa; dan
b. Pemberian peningkatan kescjahtcraan.
(2} Pengadaan Barang/Jasa pada pelaksanaan jenis pckerjnan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
a. Pengadaan Barang;
b.  Pekerjaan Konstruksi;
c. Jasa Konsultansi; dan
d. Jasa Lainnya.
(3) Pemberian peningkatan kesejahteraan dipcruntukkan bagi masvarakat dalam

rangka menunjang penyelenggaraan Urusan  pemerintah daerah dengan
mcmperhatikan kermnampuan keuangan daerah.
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BAE IV
PELAKU PELAKSANA KEGIATAN
Pasal 10
Pelaku Pelaksana Keplatan terdin atas ;
Ph,
KPA:
PP,
Pejabat Penatausahaan Keuangan Pemmbantu
PFTK;

F® ot opp g

-
=

.
.

(1]

()

(3}

{4)

(1]

1]

(2}

(4]

Bendahara Pengeluaran Pembantiu;
Pejabat Pengadaan;

PiPHP,PPHP:
Penyelenggara Swakelola: dan
Penyedia.
BAB V
PERENCANAAN KEGIATAN DAN PENGANGGARAN
Pasal 11

Penentuan kegiatan untuk pembangunan sarana dan prasarans  scrta
pemberdayaan masyarakat di kelurahan scbagaimana dimaksud pads Pasal 7
dilaknakan melalui musyvawarah pembangunan Kelurahan.

Dalam  hal terdapat penambahan danfataa perubahan kegialan pada
pembangunan sarana dan  prasarana  serta pemberdayasan  masyarakat
di kelurahan sebagaimana dimakesud pada ayar (1), dilakukan melalui
musvawarah antara Lurah dengan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.

Musyawarah sebagaimana dimasksud pada avat (2] dilaksanakan untuk
mendapatkan  kesepakatan penentuan keglatan tambahan  dan/atau
perubahan,

Eesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuar dalam bentuk berita
ACATA.

Pasal 12

Kegiatan schagaimana dimaksud dalam Pasal 7, disusun dalam dokumen
peremcanaan  daerah  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-

undangan.

Berdasarkan dokumen perencanaan dacrah sebagaimena dimaksud dalam
ayvat (1), Kecamatan menyvusun Rencana Kerja dan Anpgaran sesuai dengan
sumber pendanaan masing-masing kegiatan.

Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan scbagaimana dimaksud pada ayat [2),
disusun oleh Camart atas usul Lurah selaku Kuase Pengguna Anggaran sesuad
dengan ketentnan peraturan perundang-undangan,

Anggaran Kegiatan sebagaimana dimaksud pads ayat (3], masing-masing
dituangkan pads Rencana Kegiatan dan Anggaran tersendin.
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[ ‘;‘aurluhﬂr pendanaan Kegintan pada Rencana Kegiatan dan Anggaran bergsal
ari:
4. DAL Tambiahaii
APBLY;

b
c.  Dana Insentif Daerah; dan/atan
d

Sumber-sumber pendapatan lain yang sah.,

Pasal 13

(1} Penyusunan Belanja pada  Rencana Kegiatan dan  Anggaran
kegiatan schapaimana dimaksud pada Pasal 12 sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan.

(2) Klasifikasi kode rekening pada Rencana Reglatan dan Anggaran terdir dardi -
a. DBelanja Pegawai;
b, Bolanja Barang/ Jasa; dan
¢,  Belarja Modal,

[3] Belanja pegawai digunakan untuk mensanggarkan kompensasi yang diberikan
kepada Pegawai ASN dan Non ASN serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan
peratiran perundang-undangan,

(4] Belanju barang/jasa digunakan untuk mengangearkan pengadean barang/ jasa
yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa
yang akan diserahkan atau dijual kepada rmasyvarakat/pihak ketiga dalam
rangka melaksanakan program dan kegiatan pemetrintah daerah,

(5] Dulam hal Pengadaan barang/jasa vang akan diserahkan kepada pihak
ketiga/masgyarakat pada tahun anggaran berkenaan yvang didasarkan atas
usulan tertulis calon penerima kepada Walikota, dianggarkan pada jenis
belanja barang/jasa berdasarkan Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan
Sosial yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, serta
peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial,

(6] Fengadaan belanja burang/jasa  yang akan diserahkan kepada pihak
ketiga /masyarakat pada tahun anggeran berkensan dimaksud dianggarkan
scbesar harga beli/bangun barang/jasa vang saken diserahkan kepada
pihalk keliga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang lerkait dengan
pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai dengan kondisi siap uniuk
diserahkan.

(7) Belanja modal digunakan untuk menganggarken pengeluaran yang dilakukan
dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.

Pasal 14

(1) Walikota menetapkan Lureh schagai Kuasa Pengguna Angparan untuk
melaksunakan Program Pembangunan Sarans dan Prasarana Kelurshan dan
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan,

[2}  Lurah selalon Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menunjuk  Pejabat  Penatausahaan Keuangan Pembanta  dan  PPTK
di Kelurahan.
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(3]

[

(5

Walikota rmenetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu di  Kelurahan
berdasarkan  usulan  lurah  seclaku Kuasa Pengyuna Anggaran melalui
Benduhara Umum Dacrah (BUD).

Dalam hal di Kelurahan belum tersedia aparatur scbagaimana dimaksud pada
avat {1} sampai dengan ayat (3), Walikota dapat menetankan pejabat lain vang
memenuhs persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ea_mat selakit Pengouna Anggaran (FA) menctapkan pejabat pengadaan dan
pejabat pemeriksa hasil pekerjaan (PjPHP} atau panitia pemeriksa hasil
peketjaan (PPHP) untuk Program Permnbangunan sarana dan praserana
kelurahan serta pemberduayaan masvarakal di kelurahan.

BAE VI
FENGELOLAAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 15

Pengelolaan pelaksanaan kegiatan uniuk pembangunan sarana dan prasarana scrta
pemberdayaan masyarakat di kelurahan, meliput -

a.

b
K
d

(1)

{2}

<

Ferencanaan Pengiadaan baring/jasa;
Persiapan pengadaan barang/jasa:
Pelaksunaan pengadaan ba reng/jasa; dan
Penalausahaan dan pertangpungjawaban.

Bagian Kesatu
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 16
Perencanaan  pengadaan  barang/jasa melipuli  identifikasi ketnatuhan,
penctapan harang/jasa, cara, jadwal dan anggaran Pengadaan Barang/ Tasa.

Perencanaan pengadaan barang/jasa terdiri atas
d. Perencanaan pengadaan melalui Swalkelola; dan/fatay

b, Perencanaan pengadaan melalui Penyedia,

Bagian Kedua
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 17

Persiapan pengadasn bareng/jasa melalui Swakelola meliput penetapan
sasarafl, Penyelengpgara Swakelols, rencana kegiatan, jadwal pelaksansan dan
Rencana Anggaran Biaya [RAB).

Persiapan Pengadaan Barang/ Jasa melaii Penyedia meliputi kegiatan -
a. menetapkan HPS;

b, menetapkan rancangan kontrak;

c. meneclapkan spesifikasi telmis/KAK; dan/atau

menetapkan uang muka, jaminan usng muka, jaminan pelaksanaan,
jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi dan/atay penyesuaian harga,
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Bagian Ketiga
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 18

Pelaksanaun pengadaan barang/jasa untuk pembangunan sarana dan prasurana
serta pemberdayasan masyarakat o kelurahan melibatkan kelompok masyvamlkar
dan/atau crganisasi kemasyarakatan.

Pasal 19

(1] Pelaksanaan pengadaan barung dan jasa wyang melibatkan kelompaok
masyarekat dan/alau organisasi kemasvarakatan sebagaimana  dimaksud
pada Pasal 18 dilakukan melalui mekanisme schagaimana diatur dalam
Peraturan Perundang - undangan yang herlaka.

(2]  Kelompok Masyarakat dan/alau organisasi kemasyarakatan yvang dilibatkan
dalam Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kota
Melro, meripskan kelompok masyarakat vang berdomisili di wilayah
administrasi kelurahan yang bersangkutan.

(3} Dalam hal pengadaan barang dan jasa melalui swakelols sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak dimungkinkan untuk dilaksanakan, maka
perencanaon pengadusn barang dan jasa melalui penyedia dilakukan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan dibidang pengadaan barang dan jasa
pemerintah.

Bagian Keempat
Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban

Pazal 20

(1) Pensatausahaan kegiatan untuk pembangunan sarana dan prasarana serla
pemberdayaan masvarakat di kelurahan menggunakan meksnisme sesuai
dengan Peraturan Walikota tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan
Keuangan Daerah,

(€] Pelaporan keuangan kegiatan untuk pembangunan sarana dan Prasarand
serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan dilaksanakan oleh Kecamatan
selalou entitas akuntansi.

Pasal 21

(1] Pcjabat Penalausahaan Keuangan Pembantu di  Kelurahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 huruf (d) dalam melaksanakan perianggungjawaban
kegiatan untuk pembangunan sarana dan prasarana scrta pemberdayaan
masyarakal di kclurahan mempunyai tugss melakukan verifikasi atas laporan
pertanggungiawaban  yang  disampaikan  oleh  Bendahara  Pengeluaran
Pembantu kepada KPA.

(4} Laporan penggunaan anggaran kegiatan untuk pembangunan sarana dan
prasarans sertd pemberdayasn masvarakat di kelarahan yang bersumber dari
APBL sebagsimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat {2) disampaikan kepada
Camal dan BUD seliap scmester.

Pasal 22

(1) Lurah menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan untuk pembangunan
sarana dan prasarana serta pemberdayesn masyarakat di kelurahan.
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12} Walikota menyampailan laporan pelaksanaan kegiatan untuk pembangunan

(1]

(1)

sarana dan prasarana Kelurahan dun pemberdayaan masyarakal di Kelurahanp
kepada Menter melalui (ubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat,

Bagian Kelima
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 23

Walikota melakukan pembinaan dan pPChigawasan terhadap kegiatan untuk
pembangunan sarana  dan  prasarana Kelurahan  dan  pemberdayaan
masyarakat di  Kelurahan sesuai Peraturan Perundang-undangan vang
berlaku.

mspelitorat selalu APIP melakukan fungsi pengawssan dalam bentuk probity
audit pada tahap perencanaan sampai  dengan  pelaksanaan  dan/atau
pengawasan lainnya.

BARB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Retentuan lebih lanjul mengenai ;
@, Jems dan araian pekerjaan schagaimana dimaksud dalam Panal &;

b.  .Jenis dan uraian barang/jasa schagaimana dimaksud dalam Pasal 9:
<. Pelaku Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
d

Pengadaan barang/jasa  vang  akan  diserahkan kepada  pihak
ketiga/ masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (5);

¢,  Perencanaan pengadaan melalui Swakelola sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16 ayat (2) huruf & dan persiapan pengadaasn barang/jasa melalui
swakelolu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat {1):

. DPerencanaan pengadaan melalui penyedia sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16 ayat [2) huruf b dan persiapan pengadaan barang/jasa melalui
penyedia sebagai mana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 12):

g. Pelaporan keusngan sehagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat [2).

Tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dar
Peraturan Walikota ini,

Pasal 25

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berfaky -

Peraturan  Walikola Metro Nomor 19 Tahun 2018 enlang  Petunjuk
Pelaksanaan Program CGerakan Membangun Bumi Sai Wawai Kota Metro
schagaimana telah diubah dengan Peratiuran Walikota Nomar 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2018 tentang
Petunjuk Pelaksansan Program Gerakan Membangun Bumi Sai Wawai Kota
Mctro:

Feraturun Walikota Metro Nomor 21 Tahun 2010 tentang  Pedoman
Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarans Kelurahan dan
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan,

heabut dan dinyarakun tidak berlaku.
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Pasal 26
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada langgal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinys, memerintahkan pengundangan Peraluran
Walikota ini dengan penempatannyva dalam Berita Daerah Kota Metro

Ditetapkan di Metro
Pada tanggal 23 Apr| 2020
W. TRO,

T

flod ACHMAD PAIRIN
R e f-

Diundangkan di Metro /_- :

Pada tanggal 23 Apr) 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,

™ A AT.

"y

M,

.
A —

BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2020 NomMoRr .9,
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Lampiran I ; Peraturan Walikota Metro
Nomor 1":': 2020
Tanggal : 33 dpo]| 2020

JENIS DAN KEGIATAN

Pendahuluan

Program Pembuangunan Sarana dan Prasarana Kcharahan Serta Pemberdayaan
Masyarakat i Kclurahan adalah program Pemeriniah Kota Meiro Yang
dilaksanakan ovleh pemerintahan  kelurabian dengan melibatkan partisipasi
masyarakat seluas-luasnya, Partisipasi masvarakat dalam pcmbangunan sangat
diperlukan dalam setiap tahapan pembangunan yang dimulai dar tahap
perencanasn, tahap  pelaksanaan, dan  tahap evaluasi. Mosyarakat  idout
bersama-sama dengan pemerintah memberikan peran guna meninghkatkan serta
mempermudah jalannya pelaksanaan program pembangunan, vaill ;

a. Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan;

b. Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan,

Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan

(1) Kegiatan pembangunan sarana dan  prassrana  Kelurahan digunakan
untuk membiayai pelavanan sosial dasar yvang berdampeak langsung pada
memingkatnya kualitas hidup masvarakat.
(<) Lokasi yang digunakan untuk kegiatan pembanginan sarana  dan
prasarana Kelurahan tidak bermasalah.
[3) Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan, meliputis
a. pengadaan, pembangunan, pengembangan  dan pemeliharaan sarana
dan prasarana linglungan pemuldman:

b. pengadaan, pembangunuan, pengembangan dan pemcliharaan sarana
prasarana transportas;

¢. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemcliharasn sarana
prazarana kesehatan; danfatau

d. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana
prasarana pendidikan dan kebudayaan,

[4) Pengadaan, pembangunan, pengembangsn dan pemeliharaan sarana dan
prasarana lingkungan pemukiman, meliputi:
f. Jjaringan air minum; -
b. drainase dan sclokan:
saluran irigasi tersier dan kuarter:
gorong-porong lingkuogan;
sarana pengumpulan sampah dan sarana pengolahan sampah;
SUMUIT resapan;
jaringan pengelolaan air limbah domestik skula pomukiman;
alat pemadam api ringan;
pompa kebakaran portabel;
penerangan lingkungan pemukiman;
sarana prasarana mimsah ibadah;
sarana prasarana olah raga;
- SATHIRL prasarans tempat permakaman umum; danfatan
saruna prasarang lingkungan pemukiman lainnya.

BRE-ESCER M e

(o) Pengadasan, pembangunan, pengembangan  dan  pemeliharaan  sarana
prasarana lransportasi, melipuaei:
4. jalan pemuldman:
b jalan poros Kclurahan; dan/atau
€. SHrANa prasarana transportasi leinova,
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[0} Pengadasan, pembangunan, pengembangan den  pemeliharasn  satana
prasarand kesehatan, meliputi:
8. mandi, cuei, kakus untuk umum/ komunal;
b. pos pelayanan terpadu dan pos pembinaan terpadu;, dan/ataw;
C. &ATANA prasarana kesehatun lainnya,

(7] Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan  pemeliharaan  sarana
prasarana pendidikan dan kebudayaan, meliputi;
A.  laman bacsan masyuarakat;
b. bangunan pendidikan anak usia dini;
c. wahana permainan anak di pendidikan anak usia dini; dan/atau;
d. sarana prasarana pendidikan dan kebuda yaan lainnysa,

Hegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan

(1) Kegiutan pemberdayaan masyvarakat di Kelurahan, digunekan untuk
peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakar di Kelurahan dengan
mendayagunakan potensi dan sumber daya sendir.

(2} Kegiatan pernberdayaan masyarakat di Kelurahan, meliputi:

pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat;

pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan;
pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil dan mencngah;
pengelolaan kegintun lembaga kemasyvarakatan;

pengelolaan kegiatan ketenteraman, kerertiban umum dan perlindungan
masyarakat; dan/atau

penguatan kesiapsiagaan magyarakat dalam menghadapi bencana serta
kejadian luar biasa lainnyva,

moan e

h

(3) Pengelolaan kegiatan pelayvanan kesehatan masyarakal, mecliputi:
pelayanan perilalou hidup bersih dan sehat;

keluarga herencana;

pelatihan kader kesehatan masyarakat; dan/atau

keglatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakal lainnya.

Bp g

(4) Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan, meliputi:
a. penyelenggaraan pelatihan kerja;
b. penyelengaraan loursus seni budayva; dan/atay
¢. kegiatan pengelolaan pelayvanan pendidikan dan kebudayaan lainnya.

(%) Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah,
fneliputi:
A penyelenggaraan pelatihan usaha; dan/atau
b. kegiatan pengelolaan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah
lainoya.

(&) Pengelolaan kcgiatan lembaga kemasvarakatan, meliputi
a. pelatiban pcmbinaan Lembage Kemasyarakatan Kelurahan: dan/atau
B, lkegiatan pengelotasn lembaga kemasvaralkatan lainnya.

(7) Pengelolaan kegiatan ketenteraman, keterliban umum dan perlindungan
masyarakat, melipnibi:
4. pengadasan/penyelenggaraan pos keamanan Kelurahan:
b. penguatan dan peningkatan  kapasitas lenaga keamanan/keterliban
Kehirahan; dan/atan
¢, kegiatan  pengelolaan  ketenteraman,  ketertiban umum dan
perlindungan masyarakat lainnya,
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(5) Pcpguemn kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta
kejadian luar biasa lainnya, meliputi:

penyedinan luyanan informasi tentang bencany;

pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana:

pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;

edukasi mansjemen proleksi kebakaran; dan/atan

penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya.

WALI KDTA_H.EI%

EA A
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Lampiran 11 : Peraturan Walikota Metro
Nomor : 4 2020
Tanggal : 21 Ape’l 2020

JENIS DAN URAIAN PENGADAAN BARANG/JASA

I FPENGADAAN BARANG/JASA

Pengadaan Barang/Jasa adalah kepiatan Pengadaan barang/Jasa oleh
Perungkat Daerah yang dibiayai elelh APBD yang prosesnya dilakukan sejak
identifikasi kebutuhan, sam pat dengan serah teritng hasil pukeriaan,

Jenis peketjaan pengadaan barang/ jasa meliput

8. Pengadaan Barang:

b. Pelterjaan Konstruksi;

e Jasa Konsultansi: dan

d. Jasa Lainnya,

Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan dengan Swakelola dan /atay Penyedia.

II. PEMBERIAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN

Pernberian peningkatan kesejahteraan diperuntuklan bagi masyarakat dalam
rangka menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah,

Pernberian peningkatan kesejahteraan tersebut diberikan kepada permuka
masvarakat sepert LPM, ketug Rt/Fw, Kaum, guru keagsamaan dan PERgUTUS
LKK dan/atau dengan sebutan lainnya.

Pemuka masyarakat yang menerima insentif peningkatan kesejahteraan
ditetapkan dalam keputusan yang dikeluarkan cleh pejabat yang berwenang
sesudl dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

WALIKOTA M

AC PATRIN
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Lampiran III ; Peraturan Walikota Metro
MNomor : 14 o 2020
Taneeul ; 23 Ape | 2020

PELAKU PELAKSANA PROGRAM

Pelaku Pelaksana Kegiatan terdin atas

a. Penguna Anggaran [ PA |
Pengguns Anggaran mempunyal tugas dan wewenang ;

1.
2.

R

e B = L1

10,
11.
13,
13,
14,
15,

melakukan lindakan vang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;

mengadakan perjamjian dengan pihak lain dalam batas anpgaran belanja
vang tclah diteteplan;

menctapkan perencanaan pengoadaan;

menctapkan dan mengurmumlaan RUP;

melalsanakan Konsolidasi Pengadasn Barang/ Jasa;

menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/Seleksi ulang gagal;
menelapkan PPK;

menetapkan Pejabat Pengadaan;

menelapkan PyPHPPPHP;

menelaphkan Penyelenggara Swakelola;

menctapkan tim teknis;

menctapkan bim juri/ bm ahlh unluk pelaksanaan

melalul Sayembara/ Kontes;

menvatakan Tender gagal f Seleksi gapal; dan

menctapkan pemenang pemilihan/ Penyedia untuk metode pormiliban:

b. Kuasa Pengguna Anggaran [ KPA )
Kuasa Pengguna Anggaran mempunyal tugas dan wewenang:

1.

G

4]

KI’A dalam Penpadaan Barang/Jasa melaksanakan pendelegasian sesuai
dengan pelimpahan dart PA.

Belain  kewenanpan  sebagaimana  dimaksud  pada angka (1), KPA
berwenang  memjawab  Sangeah  Banding peserta  Tender Pekerjaan
Korsiruls:,

KPA  dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan  kewenangan

sebapaimana dimaksud pada angka (1) yvang terkait dengan tindakan vang
mengalkibatloan ;

l} pengeluaran anggaran belanja; dan/atau

d) mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas angparan
belana vang telah ditctapkan.

kI'A dapat dibantu oleh Pengelols Pengadaan Barang/Jasa.

Dalam hal tidak ada personel yang dapat ditunjuk sebagai PPK, KPA dapal
merangkap schagal PIPK.
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f.

Pejabat Pengadaan
Prjabal Pengadaan mempunyail tugas :

1. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;

2. Mclaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk
pengadaan  Barang/Pekerjaan  Konstruksy/Jasu  Lainnya  yang bernilai
paling hanyak Rp.200.000.000,00 jdua ratus juta rupiah);

3. Mclaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk
penpadaan Jasa  Konsullansi  yang  bemnilad paling  banyak
Rp. 100000 000,00 {scratus juta rupiah); dan

4. Melaksanakan E-purchasing vang bernilai paling banyualk
Rp.200.000.000,00 {dua ratus juta rapiah);

5. Melaporkan  hasil  pelaksanaan  Pengadasn  Langsung/Penunjuklean
Langsung/ E-purchasing kepada PPE.

Pj{PHP/PPHP

Pejabat Pemeriksa Hagil Pekerjaan [ PJPHP | memiliki tugas:

Melakukan pemcrksaan  adtministrasi  hasil  pekerjuan Pengadaan
Barang/Pekerjaan Konstruksif/Jasa Lainnya vang bernilai paling banyak
Rp.200.000.000,00 (dua ratus jula rupish] dan Jasa konsultansi yang
bernilai paling banyak Rpl00.000.000,00 (seratus juta ruplah seswuw
perminlasn PAKPA;

Hanil pemeriksaan sebagaimana dimakeud pada angka 1 dituangkan dalam
Betita Acara;

Tugaa dan Kewenangan lain berdasarkan pada Peraturan Presiden
Republik Tndonesia Nomor 16 Tahun 2018 (entang Pengadaan Barang/.Jasa
Pemerintah

Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) momilika tugas:

1%

Melakukan pemeriksaan administrasi  hasil  pekerjaan pengadaan
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya vang bernilai paling sedikit di
atas Rp200.000.000,00 [dua ratus jula rupah) dan Jasa Konsultansi yang
bernilai paling sedikit di atas Rpl00.000.000,00 (seratus juta rupiah) di
sesuai permintoan PAJKPA;

Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diluangkan dalam
Berila Avara;

Tupas dun Kewenangan lain berdasarkan pada Peraturan  Preseden
Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/.Jasa
Pemerintah.

Penyelenggara Swakelola; dan Penyedia

Penyelenggara Swakelola terdiri atas Tim Persiapan, Tim Pelaksana, dan/atau
Tim Prenpawhas.

Tim Persiapan memiliki fugas menyusun sasaran, rencana kepiatan,
jadwal pelaksanaan dan rencana biaya.

Tim 1*claksana memiliki tugsas melaksanakean, mencatat, mengevaluasi,
dan melaporkan sccara berkala kemajusn pelaksanaan kegiatan dan
PENVErapan angguaran.

Timn Pengawas memiliki tugas mengawasi persiapan dan pelaksanaan hak
maupun administrasi Swakelola.
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Penyedia wujib memenuhi kuslifikasi sesuai dengan barang/jasa yang
dizdalan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penyedia bertanggung jawab atas:

pelaksanaan Kontrak;

kualitas harang/ jasa;

ketepatan perhitungan jumlah atow volurme,

ketepatan waktu penyerahan; dan

ketepatan tempat penyerahat

* ¢ ¥ ¥ &
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Lampiran 1V : Peraturan Walikota Metro
Nomor : W, 2020
fangzal: 22 2P7) 2020

PERENCANAAN PENGADAAN MELALUL SWAKELOLA
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA SERTA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT D1 KELURAHAN

Penyvelenggara Swakelola lerdiri atas Tim Persiapan, Tim elaksana dan/fatau Tim

Pengawas,

s Tim Persiapan memiliki tugas menyusun sasaran., IENCATA kegiatan, jadwal
pelaksanaan dan rencana ava.

e Tim Pelaksana memiliki tugas melaksanakan, mencalat, mengevalitast dan
melaporksn secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan pohyeTApan
ANEEATAN.

« Tim Pengawas memilild tugas mengawasi  persiapan  dan pelakaanaan fisik
maupun administrasi Swakelola

Tipe Swakelola terdiri atas ;

a. Tipe 1 vaitu Swakelold yang direricanakan, dilaksanakan dan diawasi oleh
Kememnterian | Lembaga / Perangkat Daerah prnanggung jawab anggaran,

b, Tipe 11 yaitu  Swakelola yang direncanakan dan «diawasi oleh
Kementerian | Lembaga / Perangkat Daerah penanggung jawaly anggaran dan
dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain pelaksana
Swakelola;

c. Tipe 1l yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi olech Kemenlerian [
Lembaga / Perangkat Daerah penanggung jawab anggavan dan dilaksanakan oleh
Ormas pelaksana Swakelola; dan

. Tipe IV vaitu Swakelola Vang direncanakan vleh
Kementerian / Lembaga / Perangkat Dacrah penanggungawab anggaran dan/alau
herdasarkan usulan Kelompok Masyarakal, dan dilaksanakan serta digwasi oleh
Kelompok Masyvarakat pelaksana Swakelola.

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA SERTA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN DENGAN MENGGUNAKAN
TIPE III DAN ATAU TIPE IV

Penetapan Penyelenggara Swakelola dilakukan sebagai berikut :

|. Tipe INT Tim Persiapan dan Tim Penpawas ditetapkan oleh PA/KPA serta Tim
Pelaksana ditetapkan oleh pimpinan Ormas pelaksana Swalkelola; dan

2, Tipe IV Penyelenggara Swakelola ditetapkan olch pimpinan  Kelompok
Masgyarakal pelaksana Swakclola.

Swakelola Tipe ITI

Persyaratan Penyelenggam Swalwelola Tipe [T yaita :

|, Ormas yang berbadan hukum yayasan dlau Ormas  berbadan hukum
perkumpulan  yang telah mendapatkan pengesahan  badan  hukum dari
Kemenlerian vang membidangl urusan hukum dan hak asasi mamnusia sesuai
dengan peraturan perundang-undangan;

2 Memiliti Nomor Pokok Wajib Pajak {NPWF] dan telah memenuhi leewajiban
perpajakan tahun terakhir dipenuhi dengan penverahan SPT Tahunan;
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o

o

hMemiliki struktur organisas ) pengurus;

Memiliki Anpgaran Dasar [AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART);

Mempunyai hidang kegiatan vang berhubungan dengan Barang/Jasa yang
dtiadalean, sesuai dengan ADJART dan/atau Pengesahan Urmas;

Mempunyal kemampuan manajerial dan pengalaman teknis menvediakan atau
mengerjakan barang/jasa sejenis vang diswakelolakan dalam 1-:Llruln walktu
selama 3 [tga) tahun terakhir baik di dalam negeri dan/atau luar neger sebagal
nelaksana secara sendiri dan/atau bekerjasama;

Memiliki nersca keuangan vang telah diaudit selama 3 {tiga] tabun terakhir
gesual peraturan perundang-undangan;

Mempunvai atau menguasal kantor dengan alamat yang benar, letap dan jelas
berupa milik sendiri atau sewa; dan

Dalem hal Ormas akan melakukan kemilraan, harus mempunyai perjanjian
kerja sama kemilraan yang memuat langgung jawab masing-masing yang
rnewalali kemitrasan tersebul,

TAHAPAN SWAKELOLA TIPE I

Iil

Persiapan

KPA/PPK melalukan koordinasi persiapan Swakelola Tipe III setelah penetapan
DPA. Kepiatan persiapan Swalkelola Tipe 111 sebagaimana dijelaskan pada tabel

berikut ini:
Tabel Persiapan Suakelola Tipe lI
No o Keglatan - | A R : i
l. | Penctapan sasaran Tim Persiapan FAJKFPA
B Penveleneggara swakelola: . ]
Tim Persiapan dan Tim FPK FA/KPA
Pengawas penanggung penanggung

jawab anggaran | jawab anggaran

- Tim Pelaksans Ormas Fimpinan Ormas
3. | Rencana kegiatan Tim Persiapen PPK
4. | Jadwal prlakaanann Titn Persiapan  PPK

5. | Reviu Spesifikasi

teknis fKAK Tim Persiapan PPK
6. | Reviu RAB Tim Persiapan PPK
Finalisasi dan
7. | Penandatanganan Kontrak PPK dan Pimpinan Ormas

Bwalelola

. RSP

Dalarn tabel PPK dalam hal ind adalak KPA

PA/KPA menetapkan sasaran ourpot (keluaran) Swakelola Tipe 1l sebagaimana
vang telah ditetapkan pada dakufnen kinerja fanggaran.
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PA/KPA menetapkan Penvelengpara Swakelola yang terdiri dari Tim Persiapan dan
Tim Pengawas Swakelola atas usulan dan KPA.Tim Persiapan lerdiri darl pegawai
Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan dapat merangkap sebagai Tim
Pengawas,

Titn Pelaksana terdiri dari anggota Ormas pelaksana Swakelola. Untuk kegiatan
tertentu yang membutubkan banvak tenaga di lapangan seperti  kegiatan
pengumpulan data oleh enumerator, sclain anggota Crmas pelaksana swakelola,
malka Tim Pelakeana dapet dibantu oleh tenaga pendukung lapangan. Tenaga

pend ukung lapangan termasuk dalam bagian Kontrak Swalkelola.
'im Pengawas terdiri dati pegawai Ferangkat Daerah penan gEung jawab anggaran.

Tim Persiapan swakelola Tipe 11l menvusun rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan
dan RAB. Kegiatan terscbut meliputi

a. telakukan reviu atas KAK vaith menvesuaikan KAK perencanaan Swakelola
dengan anggaran yang tercantum dalam DPA;

b. Menyusun persiapan teknis dan penylapan metode pelaksanaan kegiatan;

c. Menyusun dafiar/struktur rencana kegiatan {work breqlcdown structure) yang
akan dilaksanakan;

d.  Mernci jadwal pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan foutput dengan ketentuan

1. Menetapkan waktu dimulainya hingga berakhimya pelaksanaan
swakelala; dan/atau
2. Menetapkan jadwal pelaksanaan swakelola betdasarkan kebutuhan dalam
KAK, termasuk jadwal pengadaan barang/jasa vang diperlukan,
a.  Menyusun detail rencana kebuiuhan dan iaya ;

1. Honor Penyelenggara Swakelola dan honor narasumber;

2. Biava bahan/material 1ermasuk peralatan/suku  cadang (apabila
diperlukan);

3. Biaya Jasa Lainnya [apabila diperlukan);dan/atau

4. Biaya lainnva vang dibutuhkan, contoh: perjalanan. rapatkomunikasi,
laporan.

f  Menyusun rencana total biayva secara rinci dalam remcana hiaya bulanan
dan/atau hiaya mingguan vang lidak melampaui Fagu Anpggaran vang telah
ditctapkan dalam dolcumen anggpatan;

g, Menyusun rencana penyerapan biaya mingguan dan biaya bulanan;

h. Menghitung penyediaan kebutuhan tenaga kerja, sarana prasarana/peralatan
dan material/bahan vang dilaksanakan dengan pengadaan melalui penyedia;
flan /atau

i. Menyusun dokumen persiapan untuk kebutuhan Pengadasn Barang/.Jasa
melalui Penvedia yang dilaksanakan dengan kontrak terpisah, yang melipuri:
HPS, rancangan konirak dan spesifikasi teknis/ KAK.

Timn Persiapan dan Tim Pelaksana menyusun Rancangan Kontrak Swakelola dengan

ketentuan sebagai berikuat |

a. Dalam hal terdapat perbedaan antara biaya vang diusulkan dengan anggaran
vang disetujul dalam DPA, KPA dibantu olch Tim Persiapan melakukan
negosiasi teknis dan harga dengan Tim Pelaksana Swakelola, Hasil negosiasi
dituangkan dalam berita acara hasil negosiasi dan menjadi dasar penyusunan
Kontrak Swalkelola;

b.  KPA/FPK menandatangani Kontrak Swakelola dengan pimpinan (Qrmas.

Kontrak Swakelola paling kurang berisi
1}  para pihak;
2]  DBarang/.Jasa vang akan dihasilkan;
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3} Nilai vang diswakelolakan sudah termasuk seluruh keburuhan Barang/.Jasa
penduliang Swakelola;

4] Jangks waltu pelaksanaan; dan

5]  Hak dan kewajiban para pihalk.

Dalam hal rancanpan Kontrak Swakelola Tipe T lermasuk Pengadasn Barang/Jasa
meclalui Penvedia maka dilaksanakan oleh Tim Pelaksana dengan berpedoman pada
prinsip dan etika Pengadaan Barang/Jasa.

II. Pelaksanaan

Tim pelaksana melaksanakan swakclola sesuai dengan jadwal dan tahapan
pelaksanaan kegpatan berdasarkan Konirak Swakelola yang telah disepakat.
Pelaksanaan swakelola memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

n.  Pelaksanaan dilakukan sesnal dengan KAK yang telah ditctapkan oleh
KPA  PIRK;

.  Penpajuan kebutuhan tenaga kerja ftenaga eknis, tenaga kerja atau tenugs
pendukung], sarana prasarana/peralatan dan malerial/bahan sesuai dengan
Kontrak Swalelols;

¢.  Penggunaan tenaga kerja (tenaga teknis, tenaga kerja atan tenaga pendulkoung),
sarana prasarana/peralatan dan  material/bahan  sesusi dengan  jadwal
pelaksanaan;

d. Menvusun laporan penerimaan dan  pengsunaan lenage kerja, sarana
prasarana/peralatan dan material/bahan;

e. Menyusun laporan swakelola dan dokumentasi vang terdin dar:

1) Laporan pendahuluan yang memuat tentang rencana pelaksanaan,
metodologl, pengorganisasian dan uraian tugas, serta jadwal pelaksanaan;

2)  Laporan antara (interdm report]) yang memuat tentang hasil survei ftinjavan
pustaka/tinjausan lapangan/pengumpulan data/ inventansas masalah
dan hagil pengolahan dala;

3) Laporan draf akhir [draft final reperi) vang memuat draf hasil keglatan;

4]  Laporan akhir {final repord) yang memuat hasil kegiatan;

5) Laporan bulanan yung memuat tentang capaian realisasi fisik, realisasi
kcuangan, cvaluasi kepiatan [hambatan dan rencana tindak lanjul)
dizertsd dengan dokumentasi kegiatan Swalkeclola; dan /atau

6] Pelaporan Swakelola vang berupa pekerjasan konstruksi, pemcliharaan,
dan/atau perawatan, maka  pelaporannya disesuaikan dengan
pelaksanaan tahapan kegialan.

f.  Ormas Pelaksana Swakeclola dilarang mengalihkan pekerjoan utama kepada
pihak lain.

g KPA/PPK melakukan pembayaran pelaksanaan Swakelola sesnai dengan
kescpakatan yang tercantum  dalam Konmwrak Swakelola sesual dengan
ketentuan dalam peraturan perundang-undangar.

h. Penyerahan Hasil Pockerjaan Swakelola ;

11  Tim pelaksana menyerahkan hasil pekenasn dan laporan pelaksanaan
pekerjpan kepada KPA/PPK melalui Berila Acara Serah Terima Hasil
Pekerjaan:

2)  Penyerahan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada
KPA/PPK setclah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pengawas; dan

3} KIPA/TPK menverahkan hasil pekerjasn (iermasuk barang/jasa yvang
berbeniuk asel) kepada PA/KPA.

4]  KPA meminta PjPHP/PPHF untuk melakuksn pemeriksaan administeatif
terhadap barang/jasa yang akan diserah terimakan,
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III. Pengawasan

Tim Pengawas melaksanakan tugas pengawasan adiministrasi, teknis, dan
leuangan sejak persiapan, pelaksanaan dan penyerabhan hasil pekerjaan vang
meliputi

a
b

Verifikasi administrasi dan dokumentasi serta pelaporan; _
Pengawasan teknis pelaksanaan dan hasil Swalkelola untuk mengetahw
realizasi fisik mehputi ;

1) Pengawasan kemajuan pelaksanaan kegiatan . .

3  Pengawasan penggunaan tenaga kerja (tenage abli, tenaga terampil atau
tenaga pendukung) dan jasa konsultansi, sarana prasaranafperalatan dan
material/bahan.

3} Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa (jika adal.

Penpgawasan tertib administrasi keuangan.

Berdasarkan hasil pengawasan, Tim Pengawas melakukan evaluasi Swakelola,

Apabila dalam hasil evaluasi ditemukan penyimpangan, titln PETIZAWAS

melaporkan dan memberikan rekomendasi kepada KPA/PPRK, tm persiapan

atau tim pelaksana untuk segera mengambil tindakan korekdtif,

TAHAPAN SWAKELOLA TIPE IV

I. Peraiapan

KPA/ PPK melakukan koordinasi persiapan Swakelola Tipe IV sctelah penetapan
DPA.  Kegiatan persiapan Swakelala Tipe IV sebagaimana dijelaskan pada tabel

berikut im;
Tabel Persiapan Swakelola Tipe IV
1. | Penetapan sasaran PPK PA/KPA
! swakelola: |
{ Penyclenggara i : Bt
Tim Persiapan. Tim Kelom
2, e i 1-:1 Kelompaok
Prelaksana dan Tim asyarakat
’ Masyarakat
Pengawas
3 | Rencana kegiatan Tim Persiapan - PPK
4. | Jadwal pelaksanaan Tun Persiapan | PPK
Reviu Spesifikasi
3 53 Tim Persiapan PPK
teknis | KAK
6. | Reviu RAB Tim Persiapan |  PPK
Fialioast 0 -
| ARSI PPK dan Pimpinan Kelompok
7. | Penandatanganan Kontrak
5 Masyarakart Pelaksana Swakelola
Swakelola

Dalam tabel PPE dalam hal ind adalah KPA
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c.

Pejabat Pembuat Komitmen [PPE)
1. PK dalum Pengadasn Barang/Jasa memiliki LIRS

i,

MENyUsUnN perencanaan pengadaarn;

b. menctapkan spesifikasi teknis/ Kerangka Acuan Kega (KAK];

C.

menetapkan rancangan kontrak:

d. menetapkan HPS;

¢

R O, A

s

{1,

menetapkan besaran usng muka vang akan dibayarkan kepada
Penyedia;

mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;

menelapkan lim pendukung:

- menetapkan titn atau tenaga ahii;

melaksanakan E-purchasing untuk nila paling sedikit di atus Rp.
200.000.000,00 {dua ratus juta rupiah);

menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa:
mengendalikan Kontrak:

melaporkan pelaksanaan dan penyvelesuian kegiatan kepuda PA; KPA;

-menycrahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/ KPA

dengan berla acara penycrahan:

menyimpan dan menjaga keutuhan selurubh dokumen polaksanaan
kematan; dan

menilai kinerja Penvedia.

2. Belain melaksanakan tugas sebapaimens dimaksud pada angka 1, PIPK
melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/ KPA, meliputi:

.

k.

melakukan  tindakan  vang mengakibatkan  pengeluaran  anpgaran
belanja; dan

mengadakan dan menctapkan perjanjian demgan pihak lain dalam
batas anggaran belanja yvang lelah ditetapkan.

3. PPK dalam mclaksanakan tugas sebagnimana dimaksud  pada Angka 1
dapat dibantu olch Pengelola Pengadaan Barang/.Jaza,

Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
1. PA/KPA menetapkan PPK pada Kementerian/ Lembuaga / Perangkat Daerah.
2. Persyaratan untuk ditetapkan sebagai PPK yairu:

A,
.

C.

memiliki integritas dan disipling
mcnandatangani Pakta Integritas:
memiliki Sertifikat Kompetensi sesuai dengan bidang tugas PPK:

berpendidikan paling rendah  Sarjana  Strata Satu (31) atau selara;
dan

roemibikl kemampuan manajerial level 3 scsuai dengan ketontuan
peraturan perindang undangan.

2. Dalam hal persyaratan schagaimana dimaksud mada angka 2 huril ¢ tidak
dapal tcrpenuhi, Serifikat Keahlian Tingkat Dasar dapat digunakan
sampal dengun 31 Desember 2023,




|
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4. Dalam hal persyaratan schagaimana dimaksud pada angka 2 huruf d tidak
dapat terpenuhi, persvararan Barjana Strata Satu (S1) dapat diganti dengan
paling rendah golongan 111/ & atau disctarakan dengan golongan [/ g,

2. Persyaratan sebagaimans dimaksud pada angka 2 dapat ditambahkan
dengan memiliki latar belakang keilmuan dan pengalamuan vang sesuai
dengan luntutan tcknis pekerjaan,

Fengangakatan dan Pemberhentian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

1. Pengangkutan dan pemberhentian PPK berdasarkan ketentuan peraturan
prrundang-undangan,

4. PPK dapal dijabat oleh:

a4, Pengelola Pengadaan Barang/Jusa alaa Aparatur Sipil Negara di
lingkungan Kementerian/Lembaga /Peran ghat Daeral:

b. Aparatur Sipil Negara/Tentara Nasional IndonesiafKepolisian Republik
Indonesia di lngkungan Kementeran Perishanan dan  Kepolisian
Republk Indonesia; alau

c. personel selain yang dimaksud dalam huruf a dun huruf b,
3. PPK tidak beleh dirangkap oleh:

#. Pejabat Penandatangan Surat  Periniah Membayar (PPSPM) atan
Bendahara:

b, Pejabat Penpadaan atau Pokja Pemilihan untuk paket Pengudaan
Barang/.Jasa yang sama; atay

c. PiPHI'/PPHP untuk paket Pengadaan Harang/.Jasa vang sama.

4. Dalam hal terjali pergantian FPK, dilaluakan serah terima jabatan kepada
pcjabat vang baru,

Dalam hal tidak terdapat pegawsai Yang memenuhi persyaratan schagairmana
tersebut di atus, PA/KPA dapat mecrangkap sebagai PPK,

PAJKPA yang merangkap sebagai PPK, dapat dibantu oleh PEgawAl  vang
memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas PP,

Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu (| FPEP )

Pejabul Penatausahaan Keuangan Pembanty mempunysi lugas:

L. meneliti  kelengkapan SPP-LY pengadaan  barung  den jasa yang
disampaikan olch Bendahara Penpeluaran Pembantu dan
diketahui /dizetujui oleh PPTK:

2. mceneliti kelengkapan SPR-TU yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran
Pembaniug

3. melakukan verifikasi SPP;

4. menyiapkan SPM; dan

2. melakukan verifikasi harian atas PEnCTimann,

Fejabat Pelaksana Teknis Kegiatan [ PPTK )
FPTK Mempunyai tugas:

1. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;

2. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;

3. menyiapkan dokumcn anggaran atas heban pengeluaran  pelaksanaan
kegiatan.
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FA/KPA menetapkan sasaran output {keluaran| Swakelola Tipe TV sebagaimana
yang telah ditetapkan pada dokumen kinerja/anggaran.

1Hm_piqan Hel-:::_mu-uk Muasyarakatr menetaplan Penyelenggara Swakelola yang terdiri
dari Tim Persiapan, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas Swalkelols, Peniyelenggara
Swakelola Tipe 1V terdir dari pengurls/anggota Kelompok Masvaralkat pelaksana
swalelola,

KPA/PPE dapal menugaskan pegawsi para mstansi penanggung jawab anggaran
atAll tenaga ahli/teknis/narasumber untuk melakukan pendampingan  atau
asistensi Penyclengpara Swakelola,

Tim Persiapan Swakelola Tipe IV menvusun rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan
dan RAB, Kegiatan tersehut meliputi -

i,

b.
£,

Melalukan reviu atas KAK vaitu menvesuaikan KAK perencanaan Swakelola
dengan anggaran vang tercantum dalam DPA:

Menyusun persiapan telnis dan penyiapan metode pelaksanaan kegiatan;
Menyusun daftar/struktur rencana kegiatan [work breakdown structure] vang
akan dilaksanakan;

- Merimcr jadwal pelakeanaan dengan ketentyan:

1) Menetapkan waktu dimulainva hingga berakhirnya  pelaksanasn
swakelola: dan/atan

2} Menemapkan jadwal pelaksanaan swakelola berdasarkan kebutuhan dalam
KAK, termasuk jadwal pengadaan barang/jasa yvang diperlukan.

Menyusun detail rencana kebutuhan dan biaya:

1] Gajl tenaga teknis, upah tenaga kerda (mandor, kepala tukang, tukang),
honor narasumber, dan honer Tim Penyelenggara Swakelola:

2] Biaya bahan/material termasuk peralatan feukw cadang (apabila
diperlukan); dan/fatau

d) Biaya lainnya yang dibutuhkan, contoh: perjalanan, rapat, komunikasi,
laporan

Menyusun rencana total biaya secara rinci dalam rencana taya bulanan

dan/atau hisya mingguan vang tidak melampaui Pagu Anggaran vang telah

ditetapkan dalam dokumen anggaran;

Menyvusun rencana penyerapan biava mingzuan dan biaya bulanan; dan/fatau

- Menghitung penyediaan kebutuhan temaga kerja, sarana prasarana,/peralatan

dan material /bahan yang dilaksenakan dengan pengadaan melalui penyedia.
Menyusun dokumen persiapan untuk kebutuhan Pengadaan Barang/.Jasa
melalui Penyedia vang dilaksanakan dengan kontrak terpisah, vang meliputi:
HPS, rancangan konirak, dan spesifikasi teknis /KAK.

KPA/PPK menyusun rancangan Kontrak Swakelola dengan ketentuan sebagai
berikut :
a. Dalam hal terdapar perbedaan antara biaya yang divsulkan dengan anggaran

yang disetujui dalam DPA, KPA/PPK melaliukan negosiasi telmis dan harga

dengan Tim Pelaksana Swakelola. Hasil neposiasi dituangkan dalam berita

acara hasil negostasi dan menjadi dasar penyusunan Kontrak Swakelola:

FPR  menandatangani Kontrak Swakelola dengan pimpinan Kelompok

Masyarakat pelaksana swakelola. Komirak Swakelola paling kurang berisi:

1} Fara pihak;

2} Darang/Jasa vang alan dihasilkan;

3] nilai  yang diswakelolakan sudah termasuk  selurubh kebutuhan
Aarang/Jasa pendukung Swakelola;

4] jangka wakiy pelaksanaan: dan

3] hak dan kewajiban para pihak,
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Tim

Dalam_h&i rancangan Kontrak Swakelola Tipe 1V termasuk Pengndaan Barang/Jasa
mvlzlal_u: Penyedia maka dilaksanakan oleh Tim Pelaksana dengan berpedomun pada
prinsip dan ctiks Pensadaan Barang/.Jasa.

IN.Pelaksanaan

pelaksana melaksanakan swakelola sesyal dengan  jadwal dan tahapan

pelaksanaan kegiatan berdasarkan Kontrak Swakelola yvang telah disepakati.
Pelaksanaan swakelola memperhatilean hal-hal sebagai berikut;

A
b.

.

Felaksunaan dilakukan sesuai dengan KAK yang telah i tetapkan oleh KPA;
Penguiuan  kebutuhan  tenaga kerjn, sarana prasarana/ peralatan dan
material/bahan sesuni dengan rencans kegiatan;

Pengounaan tenaga kera, sarana prasarana fperalatan dun materal/ bahan
seaual dengan jadwal pelaksanaan;

- Menyusun laporan pencrimaan dan PengEunaan tenaga kerja (tenaga toknis,

lenaga lerampil atau tenags pendukung), sarana prasarana/ peralatan dan

material / babarn;

Menyusun laporan swakelola dan dokumentasi vang terdiri dari:

1] Laporan pendahuluan yang  roemuat fentang  rencana  pelaksanaan,
mctodologi, pengorganisasian dan uraian lugas, seria jadwal pelaksanaan:

2] Laporan anlara (interim reporf) vang memual lentang hasil survei/ Linjauan
pustaka/linjanan lapangan pengumpulan data/ invenlarisasi masalah das
hasil pengolahan data;

3] Lapotran draf akhir {draft final repord) vang memuar dral hasil kepiatan;

4] Laporan akhir (final report) yang memuat hasil kegiatan;

S} Laporan bulanan yang memuat tentang capalan realisasi fNisik, realisasi
keuangan, evaluasi kegialun (hambatan dan rencana Hndak lamgut) diseriai
dengan dokumentasi kepiatan Swakeloly; dan /atau

6} Peluporan Swakelola yang berupa pekeraan komstruksi, pemeliharaan,
dan/atau perawatan, maks pelaporannya disesuaikan dengan pelaksanaan
tahapan kegiatan.

Kclompok Masyarakal pelaksana swakelola dilarung mengalihkan pekerjaan
utarma kepada pihak lain,

- KPASPPK melakukan pembayaran pelaksanaan Swakelola sesuai dengan

kescpakatan yvang tercantum dalarn Kontrak Swakclola sesuaai dengan
ketentuan dalum peraturan perundang-undangan,

. Penyerahan Hasil Pekerjaan Swalkelola

1] Pimpinan Kelompok Masyarakal/lim pelaksans menverahkan  hasil
pekerjaan dan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada KPA/PPKE melaluwd
Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan:

2] Penyerahan hasil pekerjaan dan laperan pelaksanaan pekerjaan kepada
KPA/PPK setelah dilakukan pemerksaan oleh Tim Pengawas; dan

3) KPA/PPK menyerahkan hasil pekerjaan  (lermasuk barang/jasa yang
berbentuk aset) kepada PA

4} KPA meminta PPHP/PPHP untuk melakukan pemerikeaan administratif
terhadap barangjasa vang akan diserah (erdmakan.

5] Dalam  hal harang/jasa hasil pengudasn melalui Swakelols  akan
dihibahkan kepada Kelompok Masyarakat, maka proses serah  torima
sesual dengan ketentuan perundang-undangan.
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III. Pengawasan

Tim Pengawas melaksanakan tugas pengawasan administrasi, teknis, dan
keuangan sejak persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil peleerjaan VATIZ
meliputi:
A, Verifikasi administrasi dan dokumentasi serta prlaporan;
b, Pengawasan teknis pelaksanasn dan hasil Swakelola untuk mengetahui
realisasi fisik melipu :
I} Pengawasan kemmajuan pelaksanaan kegiatan,
2| Pengawasan penggunaan tenaga kerja, sarana prasaranafperalatan dan
matenal /bahan; dan
3] Pengawasan Pengadaan Barang/.Jusa (jika ada).

c. Pengawasan tertib administrasi keuangan.
RBerdasarkan  hasil  pengawasan, Tim Pengawas melakukan  evaluasi
Swakelola, Apabila dalam hasil cvaluasi ditemulan PENVIMPANEAN, im
pengawas melaporkan dan memberikan  rekomendasi kepada pimpinan
Kelompok Masvarakat dan PPE, tim perstapan atau Hm pelaksana uniulk
segera mengambil tndakan koreletf.

WALIKOTA METRO,
R .
iﬂw—?
A PAIRIN




e —————

dih.metrokota.go.id
AGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO

FORM 1 : Contoh Berita Acara Musyawarah Pembentulkan Polomas

BERITA ACARA MUSYAWARAH PEMBENTUKAN POKMAS
KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA KELURAHAN DAN
FEMBREEDAYAAN MASYARAKAT Dl KELURAHAN
TAHUN 20..

Pada hari ini ... tanggal ...... Bulan ... Tahun _..... vang bertempat di ...
Kelurahan ... Kecamalan ... telah  diadakan musvawsarah tentang
Pembentukan kepengurusan Kelompok Masyarakai [POKMAS] [daflar hadir
terlampir), menghazilkan keputusan Musyawarah sebagai beriku! :

T e

Tena FOKMAS 2oociiinuiins: s nna B e BoWasa
Ketua B e R B = e

Sekretarig B e e B A B R

Bendahara

Tenaga Teknis

Anggota £ Ty

Demikian Pembentukan Kelompok Masyvaralkat IPOKMAS] ini dibentuk  guna
meningkarkan partisipasi masyarakal dalam membangun wilayah khususnva pada
keeluirahat. o s S RT L HRW,

Berita Acara ini dibual sebagai syarat pengajuan kegiatan Surana dan Prasarana
Kelurahan dan Pemberdayaan Masvarukat di Kelurahan,

Metro, ... 20
Pimpinan Rapat Notilen
" Diketahni Oleh,
Lurah ... Ketua LPM

FrrenEEEf iS4tk nannnnnnwem ET TN SR EEE N NS EEEE P firdrTTE AN
T ——e e




R S
jdih.metrokota.go.id

AGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO

FORM 2 - Contoh 8K Tim Polanas

KELOMPOK MASYARAKAT (POKMAS] ......
sekretariat @ J1. ..., RT ... RW .

KEPUTUSAN KETUA POKMAS.........

NOMOR : fKPTS/ f20...... i
TENTANG
FEMEENTUKAN TIN PERBIAPAN, TIM PELAKSANA DAN TiM PENGAWAS
SWAKELOLA.
KETUA POEMAS,

Menimbang ;oa 3
b. -
€.

Mengingat L
S5 -
3, e
4.

Memperhatikan ;1. -'.
2
MEMUTUSEAN :

Menetapkan

KESATU

KEDLUIA

KETIGA

KEEMPAT

Ditetapkan di Metro
Pada tanggal % .

PEMIMPIN/KETUA POEKMAS,

LR R Rl LR e +
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FORM 3 | Contoh sistematika proposal permohorian

SISTEMATIKA PROPOSAL PERMOHONAN
FENGGUNAAN DANA KEGIATAN SARANA PRASARANA KELURAHAN

[. PENDAHULUIAN
I, MAKSUD DAN TUJUAN SARPRAS KELURAHAN
[Il. WAKTU DAN LOKAST FELAKSANAAN
V. JENIS BARANG YANCG DIUSULKAN
V. SUMBER DANA DAN BESARAN ANGOARAN
V1. PENUTUP '
LAMFIEAN
Berita Acara Musyvawarah Pembentulan POEMAS
Berita Acara Usulan Hasil Kesepakatan Musyawarah
Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanaloan Kegiatan
Palta Integritas
SK Penetapan POKMAS dari Pengguna Anggarar
Surat Keputusan Pokmas Tenlang Pembentulan Tim Swakelola
Rencana Anggaran Biaya
Gambar Teknis dan Foto kondisi 0 %

e L L S

Hormat Kami,
Ketua POEKMAS
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FOEM 4 : Contoh Surat Perraohenan

KELOMPOK MASYARAKAT (POKMAS] ......

Selretariat - JI. ..., RT .. RW ..
Metro, SR
Hepada,
MNomor Yih, Walilkota Metro
Lampiran  : 1 (Salu) Berkas o Camet o
Hal : Permohonan......,,.. eli-
TEMPAT

Sehubungan dengan upaya percepatan pembangunan dan
pelaksanaan lugas-tugas pemerintahan di wilayah Kota Metro
dan dalam rangka menunjang kegiatan Pembangunan ... ... .
kami POKMAS .. mengharapkan kiranya dapat diberikan
bantuan berupa :

]
gt |
[
=rug

teig

.» [ist

FoLby —

sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi kami dapat herjalan
secara  optimal dan  berperan  aktif  dalam percepatan
pembangunan (aerah.

Kegiatan Sarana Prasarana Kelurashan dan Pemberdavaan
Masyarakat dimaksud akan dipergunakan untuk kegiatan ;

! No [ Jenis Kegiatan . Valume Keterangan
dan [Pjg Lbr/ Tinggi/ Bush ¢ ,
3 Alamat vl |
[, | Kegiatan .. I
Alamat ...

Berkaitan dengan hal  terseburt, sebagai  bahan
pertimbangan, terlampir kami sampaikan proposal permohonan
hibah dimaksud.

Demikian permohonan kami, atas perkenan dan bantuannya
diucapkan (erima leasih,

Hormat Kami,
Ketua POKMAS ..




jdih.metrokota.go.id
BAGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO

FORM 5 : Cantoh Fakta Integritns

PAKTA IHTEﬁ_RIT&S
Saya yvang bertanda tangan dibawah ini

Mama i

Jabatan ; Ketua POKMAS..............
Alamat X

Kelurahan

Kecamatan

Dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Pembansunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan dan  Pemberdayaan Mawyvarakat di Kelurahan, dengan i
menyatulkan bahwa !

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kalusi, Nepotisme [KKN):

2. Akan bertanggungjawab atas tercapainya target kinerja pelaksanaan
kegiatan, sesuai dengan rencana kerja vang telah di susun:

3. Alkan melaksanaksn pekerjaan sesual dengan peruntukan, transparan dan

awuntabel untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai denpan ketentuan
peraturan perundang-undangan,

4. Apabila melanggar hal-hal vang telah dinyatakan dalam Palta Integridas
ini, herscdia dikenakan sanksi administratif, digugat secara perdata dan/
atal dilaporkan secara pidana.

Ketua Pokmas

[

| Nama lengkap

P ey E S astrh BE 8 B2
LA 93 o B s B K
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FORM 6 : Contoh Surat Pernvataan

=14 PERNYATAAN KESANGGUPAN MELAKSANAKAN KEGIATAN

_— s T ==

Sava vang bertanda tangan dibawah ini :
Marma ]

Jabatan dalam POKMAS s Wetus POKMAS .
Kelummhan
Kecamatan

Menyatakan dengan sesunggguhnya bahwa saya :
1. Sangpup melaksanakan kegiatan sesvai dengan kontrak swakelola Nomor......

Langgal.. .. ...
2, Sanggup mempertangpungjawabkan selurub kegiatan sesuai dengan proposal
yang kami ajukan,

3. Banggup melakukan perawatan terhadap hasil kegiatan vang telah lkami
laksanakan,

Demikdan Surat Perryataan ini kami bual dengan sebenar-henarnya dan apabila
terdapat penyimpangan di dalam penggunsan hibah barang/jusa tersebut, sava
bersedia dituniul sesual dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan
vang berlaku.

BETITY, ovveeriviieeess
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IFORM

T Contodk RAR

RENCANA ANGGARAN EIAYA (RAR|

Kegiatan
[Pekerfaan
Lokasi .
Tahun Anggaran:
NO | URAIANPEKERJAAN = ANALIS ~ VOLUME | sartvan  TOTALBIATA
' ; : - Bp)
i 2 - A 3 i o
: PEKERJAAN ' i
| 1 PERSIAPAN 1,00 Palcet '
b Tengukuran Llsng 1,00 Peliel
2 Dnloumeniasi C 1,00 Pakel
4 Pelaporan | I
. I | PEEERJAAN A
1 | PASANGAN
s
3 i
1 !
5 .
REKAPITULASI RAB
I. PEKEF.JAAN PERSIAPAN Rp.
II. PEKERJAAN PASANGAN Rp.
g
i - ~ Sub Total Ep.
S = ] Dibulatkan _ Rp. |
Terhilang ; |
|
L _J

Mengetahui
Ketua Polomas

{ J

Nama Len _gkap.

|

...{tempat), Tgl.........20..

Dibuat,
Tim [*erencana

Nama Lengkap

|
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FORM 8 : Contoh Daftar Harga Satuan

DAFTAR HARGA SATUAN BAHAN/MATERIAL,
ALAT BANTU KERJA DAN TENAGA

Kegiatan
Fekerjaan

Lokasi ;
Tahun Anggaran:

1, DAFTAR HARGA SATUAN BAHAN/MATERIAL, ALAT BANTU KERJA

' Jenis Bahan/Materialf B R e ;
o , Alat Bnntf: Kerja : Satuan Harga Satuan
l. . Batu belah : ' 3 A
2.  Batu bata Bh
3. | Pasir pasang M3
4. | Pasir heton Zal
| &, | Portlan cemen . M3
&. | Kayn ' M3 |
T. | Papan i
&, | Besi
_I_:'El ...... - |

2. DAFTAR HARGA SATUAN TENAGA KERJA

Ill_-n___ _ Tenaga _I'I:arja Satuan Hargs Satuan !
1. Tukang _ M3 " :
2. | Pekerjm B Bh i
coltempat), Tgl.........20.
Menpetahui Dibuat,
Ketua Polimas Tim Perencana

Mama Lengkap Nama Lﬂﬂgha]:l}
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FORM 9 ; Contoh Analisa Harga Satuan

ANALISA HARGA SATUAN

Kematan
Pelcerinan
Lolasi

Tahun ﬂnggaran

Harga  Jumlah |

No Uraian Satuan Koefisien*) Satuan (Rp) | Harga (Rp) |

"". TENAGA

B | BAHAN

C |PERALATAN

‘ _JUMLAH SATUAN PEKERJAAN

Ket : *] AHSP - Cipta Karya. Permen PUPR No. 28/PRT/M /2016
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FORM 10 : Contoh Rencana Kebutuhan Bahan, Peralatan dan Tenaga

RENCANA KEBUTUHAN EAHAN, PERALATAN DAN TERAGA

Kegialan
Peleerjaan
Lokasi
Tahun Ing;gau:an
. Harea Jumlah
| No Uraian Volume Satuan (R
- . (Rp} .
I | TENAGA
1. | Pekerja i
2. | Tukang i
| Sub Total | ) ] i
II. | BAHAN R
1. | Batu belah ; '
2. | Pasir
3. | Bemen
4. D=t
 SubTotalll e z
II[ PERAL&T&H
1. Ember o
2. Benag nilon
3 - Dst ;
| - | _
| o | =2
-ltempat], Tgl........20.
Mengetahui Dilnrat,

ketua Polmmas

MNama Lengkap}

Tim Perencarta

Nama Lengkap
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FORM 11 ¢ Contoh Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

JADWAL PELAKBANAAN PEEERJAAN

Kegiatan
Pekerjaan

Loleasi :
Tahun Anggaran:

Mo o Uraian pekerjaan Satuan | Volume
1 2

Bulan | : Bulan II
2 37411|2|3|4

-
|

o

‘{T- L _p.||:'_u

Mengetahui
Eetua Pokimas

( ) [

Nama Lengkap

Nama.Lengkap

- .[tempat], Tgl....

Dhibuat,

Tim Perencana

J
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FORM 12 @ Contoh Nota Kesepahaman

NOTA KESEFPAHAMAN PENGADAAN MELALUI SWAKELOLA ANTARA
Lurah .......

dan
Penanggung jawab Kelompok Masyarakat (Selaku Pelaksana Swakelola)

Pagda hari ini ... ;tanggal,,.... bulan.. . tahun. bertempat di ... . VAng
bertanda-tangan di bawah ini :

. Nama
Lurah
SK Jabatan No/tanggal (solaku PAJKPA]
NIP;NIK i
Alamat Kantor :
selanjutnya disebut sebagsd FIHAK PERTAMA.

2, Mama :
Pimpinan Kelompok Masyaralkat
S (Penetapan Pokmas)
MoManggal
NIK
Alamat Kantor !
selanjulnya disebul sebagai PIHAK KEDUA.

FIHAK PERTAMA dan FPIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai
FARA FIHAK

FARA PIHAK tetap bertindak sebapapitmana lersebul di oatas dengan
menerangkan terlebibh dahulu hal-hal sebagai berikut :

- I"HAK PERTAMA berdazarkan Rencana Kerja Pemerintah Kota Metro

untuk tabun anggaran ... merencanakan kematan swakelola dengan
pihak kedua.

= PIHAK KEDUA adalah Kelompok Masvarakal vang memiliki kempetensi dalam
........... dan sanggup untuk menerima, melaksanakan pengadaan bDarang/jasa
melalui swakelola.

» PIHAK PFERTAMA berdasarkan kesanggupan PIHAK KEDUA meneclapkan
PIHAK KEDUA sebagai Pelaksana Swakelola.

= Bahwa PARA PFIHAK dalam hal ini bermaksud melakukan kerjasama
pelaksanaan kepiatan swakelola sesuai Rencana Kerja Pemerinlah Kola Metro.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di aftas, PARA PIHAK
stlanjutnya meneranghkan dengan ini telah sepakat dan setyju untuk menegsadakan
Mota kescpahaman yvang saling menguntungkan dengan ketentuan-ketentuan dan
svarat-svarat sehaga berilout :
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PASAL ]

Mota kesepahaman mi adalah scbagam langksah awal dalam rangka usahs
kerjassma yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan potcnsi,
keahlian dan fasilitas vang dimiliki masing masing pihak dalam rangka............

PASAL 2

Fuang lingkup pckenoasn yang discpaloall dalam Nola kescpahaman im dadalah
sehagal benkul
1.

2.

PASAL 3

Untuk melaksanakan satuan pekerjaan pada pasal 2 i atas, PARA PIHAK
menindaklanjuti dengan membuat Kontrak/Perjanjian Kerjasama vang dilakukan
aleh Pejabal Pembual Komitmen (PPE] penanggung jawab angearan dan pihak
perlama dengan Kelua Tim Pelaksana Swakelola Kelompok Masyarakat dari pihak
kedua, yvang memuat hak dan kewsajiban, kedudukan, tugss scrte peran dan
Mungs dar PPE penangeung jawal angearan dan Kelua Tim Pelaksana Swakelola
Kelompok Masyarakat dan pithak kedua.

PARAL 4

Biaya yang timbul atas pclaksanasn MNota kesepahaman ini akan ditanggung
masing-masing olch PARA PIHAK,

PABAL 5

(1} MNola kesepabaman ini berlaku untuk jangka waktu . Fovinans | bulan/tahun,
terfniung mulal scjak Nota kescpahaman ini ditandatangani dan dapat
diperpanjang unluk jangks waktu tertentu yang disepakati oleh PARA PTHAK,
sehelum atau sctelah Nota kescpahaman ini berakhir.

(2}  Apabila kelenluan mengenal jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1)
dialay lwlak segern diindaklanjuti schagaimana pelaksanaan kerentuan
Pasal 3 dalam Nota kesepahaman ini, maka dengan szendirinya Nota
Kesepahaman saling menguntungkan ini batal dan fatau beralchir.

Demikian Nola Rescpahaman mi  dibuat rangkap dua, disepakati dan
ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam keadaan sadar, sehal jasmani dan rohani,
lanpa ada tekanan, pengaruh, paksaan dari pihak manapun, dengan bermateral
cukufy, dan berlaku sejak ditanda-tangani.

PTHAK PERTAMA, FITTAK KETHIA,
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FORM 14 - Contoh Kotrak Swakelola

KONTRAK SWAKELOLA
untuk melaksanakan Swakelola

Pengadaan (nama Barang/Jass)

i [

RONTRAK SWAKELOLA ini benkut semua lampirantya (sclanjutnva  disebut

‘Kontrak™ dibual dan ditandatangani di ... pada har.......tanggal bulan
.......... Lahun -Lflanggal, bulan dan fehun disi dengar hurg] antara

o fmama KPA/ Pejabat Pembuat Kemitmen), sclaku KPA/ Pejabat
F‘Etrlhuat Kurmtme,n vang bertindak untuk dan aras nama., Lframa satuan

ket KPA/Pefabal  Pembuat  Komitmern), vang hFrdeur‘ruhan o et
falamat KPA/Pegjabat  MPembuat  Komitmer), bDerdasarkan Surat Kepurusan
............. [pejabat yang menandatangani SK penetapan sebegal KPAS PP No ...
{No. 5K penetapan sebagoi  KPA/Pejobat Pembuat  Komitmen|, selanjutnya
disebui “PPK”™ dan

................ fnama Pimpinar Kelompok Wosyarokall, yorng berkedudukan di...........
jelematf, berdesarkan kartu identflas Nobocvvee. fNIE] berdasarkan

Burat Keputusan oo (penelapan sebagar Bimpinen Kelompok Masyarakalf
No.oueann, [No, 3K penetapan|, selanputnya disebut "Pelaksana Swakelola”

MENGINGAT BAHWA:

(a} KPASPR telah meminta Pelaksana Swakelola unouk menvediakan Barang
sebagaimana diterangkan dalam Svarat-Syarat Umum Kontrak vang leflampir
dalam Kontralk ini:

(b Pelaksana Swakelola sehagaimana dinvataken kepada KPA/PPK, memiliki
keahlian prolesional, personil, dan sumber dava teknis, serta telah menyvelujul
untuk menvediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam
Kantral ini:

fc) KPA/PPK dan Pelaksana Swakelola menvatekan memiliki kewenangan untuk
menandatangan: Kontrak ini, dan mengikal pihak yang diwakili;

(d) KPA/PPPK dan Pelaksana Swakelola mengakui dan  menyatakan  bahwa
sehubungan dengan penandatanganan Konirak ini masing-masing pihak:
1] telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advolkat;
2] menandatangani Kontrak ini setelah meneliti sceara patut;

3] telah membacy dan memaham secara penuh ketentuan kontrak ing
telah mendapatkan kesempalan yang memadal untuk memeriksa dan
mengkonlirmasikan semus ketentuan dalam Kontrale ini beserta semua falkia
flan kondisi yang terkait,

Maka oleh karena itu, KPA/PPE dan  Pelaksana Swakelola dengan im
bersepakal dan menyetujul hal-hal sebagai berikour:

i ttetal harga Konfrak otaw Niai Kontrok  termasuk btaya lgin yang  sah
adalub sebesar Ky f FLppict LT

2} peristilahun dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini mermniliki arti dan makna
vahg sarma seperh vang tercantum dalam  lampiran Suratl Perjanjian ini;
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3

4

&)

dokumen-dukumen berkur merupakan satu-kesatuan dan bagian vang tidak
terpisahkan dari Kontrak ini:

2. adendum Surat Perjanjian {apabila ada);

b. pokok perjanjian;

¢, proposal (apabila ada); atau

d. dolumen lam yvang terkait,

Dokumen Eontrak dibuat untuk saling menjelaskat satu sama lain, dan jika
terjadi pertentangan antara ketentuan dalam  suatu doltumen  derpan
ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan
dalam dokumen vang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka

3 di atas;

Hak dan kewajiban timbal-balik KPA/PPK dan Pelaksana Swakelola
dinvatalan dalam Kontrak vang meliputi khususnva:

A.  KPA/PPK mempunyai hak dan kewajiban untule

{1] mengawasi dan memeriksa pekerjaan vang dilaksanakan oleh
Pelaksana Swakelola:

2] meminta laporan-laporan mengenal pelaksanaan pekerjaan vang
dilakukan oleh Pelaksana Swakelola;

3]  memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana vang dibutuhlan
oleh Pelaksana Swakelola ontuk kelancarar pelaksanaan pekerjaan
segual ketentvan Kontralk;

4] membayar peketjaan sesuai dengan harps vang tercantum dalam
komtrak vang relah ditetapkan kepada Pelaksana Swakelola;

b, Pelaksana Swakelola mempunyai hak dan kewajiban untuk:

1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan  sesuai
dengan harga vang telah ditentukan dalam Kormtralk;

2} meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dar
KPA/PPK unluk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan
Kontrak;

3] melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara petiodik kepada KPA/PPK:

41 melaksanakan dan menvelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal
pelaksanaan pekerjaan vang relah ditetapkan dalam Konirak;

A} memberikan  keterangan-keterangan  yang  diperlukan  untuk
pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan KPA/PPK;

] menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penverahan
pekerjaan vang telah ditetapkan dalam Kontrak:

7] mengambil langkah-langkah yang culup memadai untuk melindungi
linglungan tempat kerja dan membalasi perusakan dan ZANEEIAT
kepada masyarakat maupun miliknva akibai kepiatan Pelaksana

Swakelola,
PEMDEYATRIE. . . v Al R e i berdasarkan
ftermin/ bulanan/ sekaligus,  yang  dictur  sesuar dengan kesepokatan),
sabesar Bp.iao il detigan cara transfer;

Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang diteta Pl
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Dengan demikian, KPA/PPK dan Pelakksana Swakelola telzh bersepakar untul

menandatangani Kontrak ini pada tanggal terscbut i atas dan melakssanakan

Kontrak sesuai dengan ketentuan . _
peraturan perund _
Indonesia, P ang-undangan di Republik

i Untuk dan atas nama Pel
Untuk dan atas nama KPA/PIPK laksana

Swakelola
{m_r:_d{; tangarn dan cap fitka salinen tanda tangan dar cap {fka salinan
asli trmn untuk satuan kerja PIAK moako asit int untuk Pelaksanya Swakelola

refatian materal Rp 6,000,- ) make rekathan materai Rp 6.000,- )

nama lengkap) fabatan] narna lenghoap] Jebaten)
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FOREM 15 : Contoh Surat Permohonan

KELOMPOK MASYARAKAT (POKMAS)

LEE RN N

Sekretariat  JI. ... RT ... RW
Kepada,
Nomor ; Yih. Lurah... ...
Lampiran  : 1 (Satu] Berkas Selaku Kuasa Pengguna Anggaran
FTal . 'ermohonan Pencairan di-
TEMPAT

Dana Tahab Pertama

Berdasarkan Kontrak Swakelola Nomar ;oo tangoa]
Pelaksanan Kegiatan Pembangunan Sarana dan
Prasarana Kelurahan dan Pemberdavaan Masvarakat ¢
Kelurghan, Tahun....... untuk pekerjaan ..............., dengan ini
kami Pokmas .......... mengajukan permohonan pencairan
dana tahap pertama  sebesar Rp................ [Terbilang
s Pencairan dana tahap pertama mohon dapat di
iransfer ke Rekening ! ...........

Aebagai persyaratan pencairan dana tahap pertama bersama ini
kami sampatlan :

Foto copy Kontrak Swakelola:

Buku relkening Bank Lampuing;

Surat Keputusan Penetapan pelaksanaan secars swalkelola;
Rencana Menggunaan dana Tahab Pertama

Surat Permyataan telah siap melaksanakan swakelola:
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;

T b {4

NG L G b

Demikian permohonan pencairan dana tahap pertwma kami
ajukan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima
kasih,

coltempat), o, 20,
Ketua POEMAS ...,

Miaterat ik

{nam;]-f-r.r:l-g:,icr&pil
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FORM 16 ; Contoh Rencana Kebuiuhan Bahan, Peralatan dan Tenaga

RENCANA PENGGUNAAN DANA

Kepatan

FPekerjasan

Lalkasi .

Tahun Anggaran:

Pencairan Dana Tahap : [ atau I *)

|‘ T

1 ffarga | Jumiah
Mo Uraian Volume = Satuwsn (Rp)
| 1 | TENAGA : I A
1. | Pckerja
2. Tukang
Sub Tawall ' |
| II. | BAHAN
[. Batu bwelah
2. | Pasir
3. | Semen
4. Tisl
i
I_ Sul Total LI i
INl | PERALATAN
1. | Emher
2. | Benang nilon
3. | Dt
A S | ]
I |
woltempat), Tel..........20.,
Mengetahui Dibual,
Ketua Pokmas Tim Pelaksana
R A 1 S |
Nama Lengkap Nama Lengkap
keterangan :

") - Pilth salah satu sesuai tahap pencairan darng
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FORM 18 : Contoh Laporan

KELOMPOK MASYARAKAT [Pﬂm-s:l RSP
%Ll T S I, < RN, |

Momuor

Lampiran

Perihal

Kepada ¥ih,
Camar. st T
1 [Balu) Berkas Melalui Lurah............
. Laporan pelaksanaan kegiatan o
TEMPAT

Sehubungan  dengan  telah  selessi pelaksanaan  Kegialan
Pembungunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan
Masvarakat di Kelurahan, berdasarkan Kontrak Swalkelols Nomar
e langgal L Pekerjaan .. aka dengan ini kami
sampaikan laporan sebagai berikut
I.Progres Penyerapan Dana |

Sampal dengan periode. ... penyerapan dana yang tclah di
terima POKMAS adalah sebagai berikut :

a. Pencairan lahap 1 (..., o) i1 T ——
b, Pencairan tahap ke 11 {......... ¥h) e PR
Total s/d....cccocvvecnernrinninnn TP i e
II. - Progres Fisik Pckerjaan di Lapangan ;
Sumpai dengan pericde............ progres fisik pekerjaan ...
vang tclah dilasanakan POKMAS adalah schagai berikut :
#. Progres yang lalu S
b, PProgres saat ini IR e
¢. Pencapaian progres sampal saat ind @ ..., %
. Lampiran ;

d. Berita Acara Scrah Terima pekerjaan.

b. Laporan Pengpunaan Dana Kelurahan melalu kegiatan Sarana
Prasarana  Kelurshan dan  Pemberdayasn Masyarakat di
Kelurahan.

c. Dukumentasi (lnto) perkembuangan keginlan dari 0% sampai
dengan 100%,

Demikian Laperan ini kami sarnpaikan uniuk dapar digunakan
sehagaimana mestinya.
softempet), oo 205

Hormat Kamz,
Ketus POKMAS ...
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FORM 19 : Conioh

DOKUMENTASI (FOTO) PERKEMBANGAN KFEGIATAN

Nama POKMAS ...
Lokasi dalamti
Keterangan : Foto kegiatan dan uniuk fisik 0% sampal denpan 100%

FOTO AWAL (0%)

(SERFELUM PEMBANGUNAN)

FOTO 50%

(SAAT PEMBANGUNAN)

FOTO AKHIR (100%)

(SESUNAH PEMBANGUNAM)
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FORM 20 : Contoh Laporan awadava

LAPORAN PARTISIPASI/SWADAYA MASYARAKAT

Kegiatan
Pekerjaan
Lokasi

Tahun Anggnrﬂn;

' No. Jenis Barang Volume | Sat
| | atuan  Jumlah{kp} | Keterangan .
‘ 1,  MATERIAL '
2. | DANA ‘
octempar), Tal.........20.
Dilaparkan Dibuat,
Ketua Pokmas Tirn Pengawas
{ ] i

Nama Lengkap Nama Lengkap




jdih.metrokota.go.id
BAGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO

FORM 21 Contoh Laporan swadaya

LAPORAN PENGGUNAAN BAHAN

Pekeaan

Lokasi L
Pericwe AL e i P
Jenis ! Bahan material

Pembelian ' P::n,c.rgunazin i
b - isn
Jumlah Satuan | Jumlah Satuan

Tel, Urnian Bahat

19

— QT.

29 - I e . g
30 | " !
| 3], | | '

wegtempat), Teh.. .o: 20,

Dilaporkan Dbzt
Ketua Pokmas Tim Pengawas

Nama Lenglkap Nama Lengkap
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FORM 22 Contoh Berila Acara Serah Terima Peketjaan

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEEERJAAN

Pada hari ini, .......tanggal.,....bulan .. tabium...... , vang berlanda tangan dihawah
i -
1. MNama

NIP e

Jabatar: oo

Alamat

Dalam hal ini hertindak untuk dan atas nama Pemermtah Kota Melro yang
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama
Jabatan ; Ketuag POKMAS
Kelurahan :
Kecamatan

Dalam hal ini bertindak untuk atas nama POKMAS . yang selanjuinya disebut
PIHAK KEDUA.

Masing masing karena jabatannya, dengan ini menyalakan dengan sebenarnya
hahwa PIHAK KEBATU telah menverahkan bamng dan PIHAK KEDUA (=lah
menerima barang/.Jaza tersebut berups ;

No. Nama Pekenaan Valume MNilai

o | _Angka | Satuan 15k |
I . ....................... Paleet ; i
M
JUMLAH Rp
Sebapal realizas dan Kontrak swakelola Nomar ... Tangpal e,

Dernikian Berita Acara ind dibuat rangkap 3 (tiga] uniuk dipergunakan sebagaimana
mestinya,

PIHAK KEDUA, PIHARK PERTAMA,
Ketua POKMAS ki

M cormene
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Form 23 : Contoh Laporan Kemajuan Pelaksanaan

LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN

PeketjRary T..ii-iemecisessiaiaiii Tanggal laporan | ..
Pokmas Periode S onstc-cty e el 15
T B . . d - _ . . Kemajuan Prkevjaan -

: Bobot — I|!.._.. o d ST . —
Mo Uraian Volume | Satuan %) Vang lalu __ Saariml ampai dg saat ing

btk Volume | Babot (%) | Valume ._ Bobot (%} | Volume Bobot {h)
L. S P Bigesl % - N e B = m . m - =
_I _ i _ U i Lo =
L 7 _ :

o B s [ ]

PO s x| RO ¢ 8

Hormat Kami,
Ketua POKMAS (...
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FORM 24 : Contoh Format Laporan
FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN ANGGARAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN

DAN PEMBERDAYAAN MASYARAHAT DI KEELURAHAN

Kelurahan :
Keacamatan * o .
~ OUTRUT REALIZAS] 5154 % TENAGA  DURAS] | UPAH | KET
Mu LEALAT VOLUME | SATUAN | ANGGARAN m Rpl B Rpl T CAPAIAN | KERIA (hari) ]
(Fp | OUTEOT | jurung)
a2 i3] Bl o TEEVE ) [ je=mgs [ o) A1 | par g3 | (e
1 A, Pembaognoan ! i _ B
Baraa dain i _
Prasarane
Kclorahan
1, Begiatan 1
2. Kegigran 2
L A |
| B. Pemberdaywaan | ;
Masyarakat " _
di Kelurahan,
I, Kegiaran 1
2. Wemiacan 2 _
i ) L 7
- 1= 8 1 _ — |
 dJusdah Toled _ it g _ il
Mengetalii, Metro, 20..
Lurah Srlaku KP4 Bendahara Fembanfu Fenpeluormn
Nama Nama
NIF NIP
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PETUNJUE PENGISIAN

No = ATAN ————
1 | Kolom 1 diisi dengan nomor urul program/ kegiatan L e LAY - -t ——

" 2 Kolom 2 diisi dengan uraian kegiatan

Kolam 3 diisi dengan volume outpit,misal : 500

Kolom 4 diisi ﬁ_msmﬁw satuar n:ﬂ:m.ﬂwmmw meter

Kolor 5 diisi dengan jumlah ATEEAran

Kolom 7 diisi dengan presentasi realisasi terhadap w:mmm_.mn

3
4
B
6 | Kolom 6 diisi dengan ..EH.__E._ realisasi
T
8

Kolom 8 diig dengan sclisih antara angga E..mmEm: __“m_mz realisasi

§ Kolom 9 diisi dengan selisih perscntase sisa

10 | Kolom 10 diisi dengan _._._H_mmruﬁmm capaian E&.E__.. fdengan ﬂmHEE: gan sebagai herikut:

n. Kegialan ?Ewﬁm::m:x Eﬂm.&mﬁm:____ pengembangan fisik dihitung sesuai Eﬁﬂﬁmﬂwwj ﬁm:“_ﬁ_mwﬂmﬂ fisik di
lapangan dan foto;

b ﬁﬁ%mﬁ__ﬁ non fisik dengan cara:
- Penyelesaian ke rtas leerja/ kerangka acuan kerja yvang mernuat latar Unﬁw.mwmuﬁénm:uhmwwmw_ targed [ sasaran dan
_ anggaran schesar 30%,

- Ghnw:m_u: Hu.m_mkmmﬂwm: wmﬂmﬁh dafiar T.E“E“ Uﬁmnlw _umHmﬁme._ dan koniirmasi ﬂ_.m:m,m._.rﬂ sebesar 50%;

- Kegiatan telah terlaksana sebesar ....Em.?&m.h
- rmm_ﬁ;ﬂu ﬂ.mﬁmwmﬂﬁmb rﬂm.::m: dan foto sebesar 100%

Kolorn 11.12,dan 13 dalam Hmnmrt. pelaksanaan E._umu.mﬁ___. kegiatan rash Lw..E. work/ uang muka _an.,_m VAng diisi hanva

|
7 untuk Wmmﬁﬁm: di kelurahan E:,m_m hidang ﬂrwmkmb:mmhﬁ_muuwmﬂ gunan

_I_ 2 _ Kolom _h diisi dengan sumber m_ﬁu_n_m:mm: [AFPBD atay DAU ,_Eﬁ_umw,mi
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Lampiran ¥V : Peraturan Walikota Metro
Momor o 2020
Tanggal : 22 Apn | 2020

PERENCANAAN PENGADAAN MELALUI PENYEDIA

Penyedia wajib memenuhi kualifikesi sesuai dengan barang/jasa yang cdiadakan
dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Penvedia bertanpaung jawab atas:

a. pelaksanaan Kontrak;

b. kualilas barang/jasa;

¢, ketepatan perhitungoan paunlah atav voluame;

d. kelepalan waktu penyverahan; dan

e, kelepatan tempat penyerahan.

MEKANIBME PELAKSANAAN PENGADAAN MELALUI PENYEDIA

Perencanaan pengadaan

Perencanaan pengadaan disusun oleh KPA/FPK dun ditetapkan oleh PA/KPA yang
melipuli identilikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa ,cara, jadwal dan anggaran
Pengadazn Barang/Jasa. Pengadaan Barang/.asa dilaksanakan dengan cara
swakelola dan/atau Penyedia.

Pedorman Perencanaan Penpgadaan Barang/Jasa diatur dalam Peraluran Lembaga
KEebljakan Penpadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pedoman Perencamaan
Pengadasn Barang /Jasa Pemenntah.

Pedoman pelaksanaan Pengadasn Barang/Jasa melalui Penvedia meliputi kegiatan
persiapan Pengadaan Barang/Jasa, persiapan pemilihan Penyedia, pelaksanaan
pemilihan Penyedia, pelaksanaan Kontrak dan serah terima hasil pekerjaan.

Persiapan Pengadaan

Persiapan Pengadaan Barang/Jasa meclalui Penyedia ditetapkan oleh KPA meliputi

kegiatan :

a. menetapkan HPS;

b. menelapkan rancingan kontrak;

¢. menetapkan spesifilkasi telinls/ KAK: dan/atan

(. menetapkan vang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan
pemelinaraan, sertifikat garansi, danfatan penyvesuaion harga.

Persiapan pemilihan

Pergiapan  pemilihan  Penyedia  oleh  Pokja Pemilihan/Pejabar  Pengadaan
dilaksanakan selelah Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan menerima permintaan
pemilihan Penyedia dari KPA/PPK vang dilampiri dolumen persiapan Penpgadaan
Barang/Jasa melalui Penyvedia vang disampaiken oleh KEPA/PPK kepada Kabag
PR.J/Pejuabal Pengadaan.

Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia yvang dilalkukan cleh Polja
Fermilihan / Pejabat Penegadasan mehpuli:

Penelapan melode pemilihan Penyedia;

Penctapan metode Kualifikasi;

Penctapan metode evaluasi pcnawaran;

Penctapan metode penyvampaian dokumen penawsrdan;

Penetapan jadwal pemilihan; dan

Pensusunan Dokumen Pemilihan,

Pelaksanaan Pengadann
Pelaksunaan pemilthan Penyedia  dilakukan olch EPAJPFPK dan  Pokga
Permibihan /Pejabat Pengadaan scsual metode pemilihan, dengan ketentuan ¢

SR AN TE
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Larnpiran V1 : Peraluran Walikota Melro
Nomor 19 2020
Tanggal : 3% Api| 2020

PENGADAAN BARANG/JASA YANG AKAN DISERAHKAN
KEPADA PIHAK KETIGA/MASYARAKAT

Mekanisme Pengajuan Bantuan Hibah Barang :

i

I:..I1

'Iﬂ‘u

friF

Pemohom Hibah Barang mengajukan proposal kepada Walikota Melalw
Sekretaris Dacrah, apabila pemohon berasal dari pemerintah, pemeriniah
lainnya dan perusahaan. Dan mengajukan proposal kepada Walikola
melalui SKPD terkail, apabila pemohon berasal dar organisasi masyarakal
dan masyarakat;

Sekda menunjuk unit kerja atau SKPD terkait melaksanakan evaluasi
dengan melakuksn verifikasi atas usulan/ permohonan dari calon pencrima
hilh,

SKPD atau unit kerja pada Sekretariat Dacrah melaksanakan evaluasi
proposal sccara admimisirasi dan melaksanakan verifikasi ke lapangan
untuk evaluasi scoara teknis terhadap calon penenma hibsah barang;

Apabila memenuhi persyaratan atau diterima, baik seccara administrasi
muupun feknis, Kepala SKPD atau unit kerja pada Sckrotarial Daerah
membuat surat rckomendasi hasil evaluaal dan verifikas: kepada Sekda
gelalny Ketua Tim Anggaran Permnerintah Daerah [TAPLDY):

Pengajuan calon penerima  hibah  barang akan tercantum  dalam
penyusunan Prao RKA SKPD dan KUAJPPAS, setelah mclahu pertimbangan
dari TAPD sesual densan kemampuan keuangan dacrah dan priomlas
pemenuhan umisan wajib dan urusan felihan;

Penetapan penerima hibah barung dituangkan dalam bentuk keputusan
Walikota, s=sctelah ditetapkannya APRD dan hibah barang ilersebut
tercantum dalam DPA SKPD;

Setiap bantuan hibah barang ditbangkan dalam Nota Perjanjian Hibah
Daerah [NPHD) yang ditandalangani oleh Walikota, apabila calon penerima
hibah berasal dari pemerntah pusat, pemerintah daerah lainnya dan
BUMD. NPHD ditandatangani oleh Kepala SKPD, apabila calon penerima
hibah berasal dari sclain pemeriniah pusal, pemerintah daerah lainnya,
dan BUMD;

Dalam hal Kepala SKPD berhalangan, penandatanganan NPHLDY, dapat
ditandatangani olch Pojabat yanpg ditunjul sebagai Pejabat [’clakeana
Tugas/Pejabat Pclaksana Haran pada SKPD yang berkenaan atau dapat
ditandatangani olch Pejabat yang berwenang pada SKPD berdasarkan Surat
Fuasa;

NPHD paling sedikit memuat kectentuan mengensi pemben dan penerima
hibah, tujuan pecmberian hibah, besdaran/rincan penggunaan hibabh yang
akan diterima, hak dan kewsjiban, tata cara penyaluran/penyerahan
hibah, pakta intepritas dan tala cara pelaporan hibah;
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10, NPHD untuk hibah barang, dibual seielah proses pengadasn barang oleh
SKPD lerkait setclah selesai dilaksanakan;

11.Proses pengadaan barang/jasa untuk hibah barang harus I::erpc:dnman_L
pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, scsua dengan alokasi
angzaran dan APBIDY

12. Penyerahan bantuan hibah barang disertai dengan Berila Acara Serah
Terima Barang [BASTB)

WALIKOTA METRO,

o m——

F-"Ldi'l"'"\.--—,,n'

AC FAIRIN

S, !

/
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FROM 1 : Contoh Surat Permyataan

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB HIBAH BARANG/JASA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

Jabatan dalam crganisasi
Alamalt lempat tinggal
No. KTP/SIM

MNo. Telpon/HP

Mama Eelompaols

Alamat Sckretariat

Menyvalakan dengan sesungguhnya bahwa saya:
1, Telah menerima hibah barang/jasa dari Pemecrintah Kota Metro berupa

2. Hibah barang tersebut telah digunakan sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah
Dacrah (NFHIY.

3. Selanjutnya Surar Pernyataan ini kami buar dengan sebenar-benarnya dan
apabila terdapat penyimpangan didalam penggunaan hibah barang lersebut, saya
bersedia dituntut sesuai dengan ketenluan peraturan perundang-undangan.

Mectro, 20020
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FORM 2 : Contoh Fakia Integritas

PAKTA INTEGRITAS HIBAH BARANG/JASA

Saya vang bertanda tangan dibawah ni:

Nama

Jabatan dalam organisasi
Alamat tempat tnggal

No. KTE/SIM

MNo. Telpon/HFP

Mama Kelompok

Alamat Sekrelariat

Dalam rangka mempersunakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan hibah
barang/jasa dari Pemerintah Kota Metro, dengan ini menyatakan bahwa:

1

. Tidak akan melakukan prakick KKN;
2.

Alcan melaporkan kepada pihak yeng berwajib/berwenang apabila mengetahui
ada indikasi didalam proscs penggunaan hibah barang yang diberikan oleh
FPemerinlah Kota Metro,

. Dalam mempergunakan hibah barang ini, saya berjanji akan mclaksanakannya

secara bersih, Lransparan dan akuntabel dalam arti akan mengerahkan segala
kemampuan dan sumberdaya secara eptimal uniuk memberikan hasil kerja
terbaile darn penggunaan hibah sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah
(KPHDY vang telah disepakati borsama.

. Apabila saya melanggar hal-hal yang tclah sava nyvatakan dalam Pakta Integritas

ini, saya akan bersedia dikenakan sanksi moral, administrasi serta dituntut gant

rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
Lerlatoy,

: 2020
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FORM 3 - Coninh NPHI1D

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)
ANTARA PEMERINTAH KOTA METRO

DENGAN

Parfa hari Ind, ..o e e TangRAl ol i i e e e e
B e A e e e ToEE YN | E R N R SR PR VALE bm‘tﬂndﬂ
tangan dibswah ni:
1, MammH e e T A M A i R e e s R e i LR

Ml H T P PP PO PR PP P

Jubmian Rl R s e S e e s R Sl

Mdamat i g A R R S S S B —

1talam hal ini bertindak uniuk dan atas nama Pemerintah Kota Melm vahg selanjutmyvs
disebut PIITAEK PERTAMA.

2. Kama e e s e e ot Y
MIT* T e B T o e R L e At e
Jabatan T L e A S 4T
Alawnat et erere e tar e gm— e etk amatatatirrErer i peanen s enn

Balam hal ind bertindak uniuak dan atas nama
selanjutinya discbut FIHAK RICOTTA,

Selanjurnya FIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebur TARA
PIIAK.

Diadam rangks pelaksanaan pemberian hibah barang/jasa, TARA PIHAK lelal setuju dan

mufakat uniok menandatangani Perjanjian Ilibah Dacrab ini denpan ketenman schagai
ikl

BAB I
JUMLAH DAN TUJUAN HIEAH
Pasal 1

(1] PIHAK PERTAMA memberikan hibah kepada PIIAK KEDUA, berupa barang dan jasa
dengan rincinn schagai berikul: _
M. | Jenis/Spesifikasi B,ir.'_-mg dan alan Junmitah/Unit
JAxH

(2] Pemberian Hibah sebapaimana dimaksud pada ayat {1) dipergunskan sesuoal dengan
hitiab yang telah ditetapkan dalam DPA-SKEPD,  vang merupakan  bapgian tidak
lerpisahkan dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah ind

3 I"enggu.tma.n harang/jass sebagaimana dimaksud pada ayal {2) beripjuan unouk



jdih.metrokota.go.id
BAGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO

(4] Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pads syal [2) dan ayat (¥ dalam bentuk
batang/aset meka barangfasel terscbut memjadi  milik PIHAK EKEDUA dan
dicermumban dalam asct/nerace PIHAK KEDUA.

BAB I
JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH
Pasal 2

{1] Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bersumber dar‘i_ﬂnggu:u.t:m
Pendapaten dan Belanja Daerah {APBD} Pemerinish Kota Metro lewat DPA-SKPD
.......................................................... Tahun ANEEATHETL .-

{2} Untuk penyerashan Ifibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), FIHAK KEDUA
mengajukan permohonan kepada PIHAK PERTAMA, dengan dilampin:

a. Maskah Peganjian Hibah Dacrah;
b. Pakliu Inlegrilas Pencrima Hibah;
o, Pengsunaan Barang/.Jasa Hibah;

d. Surat Pernyataan Tangsung Jawab.

(3] PIHAK KEDUA setelah menerima barang/jasa hibah dari PIHAK PERTAMA, segera
melaksanakan penggunaan harang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayal {2) buruf ¢
aesusi dengan pernntukannya dan kelentuan peramiran perundang-undangar.

4} Penyerahan hibah dacrah ini dari PIHAK FPERTAMA kepada PIHAK KEDUA
dicantumlcan dalam Herita Acaras Serah Terima,

EAR III
HAK DAN EEWAJIBAN PARA PIHAE
Pasal 3

(1) PIHAK PERTAMA

a. Berhak mencrima laporan perlanggungjawaban ponggunaan hibabh barang fjosa
dari PIHAK KEDUA,.

b. Berkewajiban sepera  menyerahkan  hibah  barengfjasa,  setelah  seluruh
persyaratan berkas pengajuan penyerahan hibah barang fjasa lengkap dan benar
dan melaksanakan monitoring dan evaluss alas penggunaan hibah barang/jasu
oleh PIHAK KEDUA.

<. Dan seterusnys

[2) PIHAK KEDUA

a. Berthak menerima hibah barang/jasa denpan jenis/spesifikasi dan jumlah/unit
sehagaimana dimakeud dalam Passl 1 ayat (1)

b. Herkewsjiban menggunakan hibah barang/jasa hanya untuk tujusn kemalen
sebupmimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3), dan menyampaikan laporan
penggunaan barang/jasa hivah kepada PIHAK PERTAMA paling lambal tangead

¢. Berkewajiban melakukan pemcliharaan /perawatan terhadap barang ubah,

BAB IV
HAK DAN EEWAJIBEAN PARA PFIHAK
Pasal 4

Apabila terjadi suam kcadaan diluar kemampuan PARA PTIHAK atau Foree Majcure maka
salah sam pihak yang meongalami force majeurs harus membentahulkan kepada pahak
yvang lain, dan kepada pihak yang mengalami foree megeurs lersebut dibebaslkan darl
wepala kewajiban sampa dengan keadaan foree majewre tersebtmt berakhir.
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EBAE V
SANKSI
Pasal 5

Apahila terjadi pelanggaran lerhadap Naskah Perjanjian Hibah Daerah ind, PARA PTHAK
berscdia dikemakan sanksi moral administrasi serls dituniut ganti rugi dan pidana
sesnai dengan ketentuan pemiiran perundang-undangan.

BAB VI
LATN-LAIN
Pazal &

{1] Scgala perubahan terbudap hal hal vang telah diatur dalsm Naskah Perjanjian Hibah
Dacrah ind hanya dapal dilakukan atas perschajuan tertulis dan PARA PIIAK

(2] Segals kelentuan vang diatur dalam MNaskah Perjanjisn ilah Daerali ind berlaku
serin mengikat PARA PTHAK vang menardlalangand

(3} Maskah Perjanjian Hibah Dacrah ini dibuael 2 (doua) rangkap bermarterai cukup vang
masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh
PARA TIHAK,

(4) Maskah Peranjian Hilbmh Daessh ind berlaku sejak tanggal ditandatangani PARA
FIHAK dan dilaksanakan notuk Talhminm ANEEAram oo

PIHAK EEDUA, PIHAK PERTAMA,

AAE G b S S B SN EAEE Bl BEE N AN NN N RN R R EEEETEEETANFTEETEEETANEFANESNETOIEETEEFTAEEDE

Hm- resErIErTrERFAR RN R ETAnbFarFi b rra e ki kbR d
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FORM 4 : Contoh Laporan Penggunaan Hibah
LAPORAN PENGGUNAAN HIBAH DALAM BENTUK BARANG/JABA

Nama Penerima *)
Alamat

Nama Eetua

Nama Kegiatan

Pagu Anggaran/ Hibah
Tahun Angparan

Mo Rincian Kegiatan [ Lokasi Realisasi | Sisa
' Anggaran Anguaran
1| 2 3 1 5
- e
Metro, 2020
Nama Organisasi
Lembaga /Yavasan /Panitia
F b A e S e e e )

NB :
*) Diisi Organisasi/ Lembaga /Yayasan / Badan untuk hibah,
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FORM 5 : Contoh Berita Acara Serah Terima
BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG/JASA

Pada hari ini, ooccaa tanppal ... bulan e 2141 2 e N vang
berranda tangan dibaweah ini:
L. Mamsa ) armieg s e o SAR LR e il i R
WIF e D e A DT gy T
Jabatan i e R 3 ¢ M P s e 13
Aamat T ——

Dolurn hal ini bertindak untuk dan awes noma Pemenntabh Kota Metro yang
aselanjuthya disebul FIHAE PERTAM A

2. Nama s o A e e e e e o s
NIF P L S R A P s e S
Jabatan B e A e
Alamat R e g
Dalam hal ind bertindak wntak dan ales AR e vang selanjulnva disebut

PIHAK KEDUA.

Masing-mesing kavena jabatannya, dengan ini menvatakan dengan sebenarnya bahwa
PIHAK KEDUA telah mencrima:

B wimsriianeneeses UMAlaR BETETE] e eeeea- b R T (rarmea
Barang) ..ooeoeeeee el e s T g i e e mipiah] denpan
spraifilcas sebeaga berikut:

) i v e s o e s
P R R R SRR,
s P R T R W P S A

ARy R {jumlah barang) .ol B R P ) uamit ..oeeen... [DETDE
buramng] o 275y I oy PR e T PT. L NY rupish] dengan
spesifiliasi sebagai berilout:

e e R R e
B i s oy e e
e T e R

. Dan selerusiya

Sebagai realisasi dari Naskah Peganjian Hibah Daerah Nomor: ..o

P [ 3 |2 et e e R A R et
Demilkion Berita Acara jni dibiupl rgngkap 3 (tigal unmuk dipergunakan sebapaimana
megrtinya.

PIHAK EEDUA, PIHAK FERTAMA,

| § e e S T R et
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FORM £ @ Contoh Berita Acara Hasil Asistensi Usulan Proposal

PEMERINTAH KOTA METRO

B BT RO

Pada  hari

KOP Instansi

i

te:lah

dilaksanalian  Asistona

PR Ty

Hulen
Lsulan  Proposal

BERITA ACARA HASIL ASISTENSI USULAN PROPOSAL FENGADAAN BARANG
P D T e e i e e G5 o

Tuhun

Penpadaat

]:imang,f Malelrial untuk Bantuan Sarana dan Prasarana kelurahan dan discpakati  hasil
Asislensi dengan perincian sebrmpai berikut

Lolomsi -
Nama Kelompuok -
Alamar

Jends Bantuan

Nama Barang

Hatusn

» Fisik f Sarmana Pra Sarana | coret Yang Tﬂulr. Perin |

Harga
satuan

Jumlah termasuk pafak-pajoic......c.ccccvvveans

Rp.

denpan sebenarnya untuk dapat diporgunakan sebagaimana mestinya.

NWain

Jabatan

Tiin Asismn;:-.-i- i{clurﬂ.haﬁ

Tanda
i Tangan [
! Cab

Demikinn Herlla Acara [asil Asistensi Usulan Proposal ini dibual dap disepakati

Ketua [




R

jdih.metrokota.go.id
BAGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO

FORM 7 : Contoh Cover Proposal

PROPOSAL

PENGADAAN BARANG KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA
PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DI KELURAHAN

Kelompok masyarakat .

KELURAHAN........cccoiitiirnimmnnnsnassrernnses P

KECAM—&T-AH-I'II-IIIIIII{ FEN R R RS R A E AR R F R FEFER PSR PR N A MR m A



e ————SSSSSSSREETEEEEEEE

jdih.metrokota.go.id
BAGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO

FORM & - Conloh Surat Permohonan

KOP PENERIMA HIBAH/POEMAS

Pk | Ry T e P T BT RW._..... ] e Gy rte
Metro,
Nomor R SRR ey L e Kepada
Lampiran : 1 (satu] herkas Yih. Walikola Metro
Hal . Permohonan Hibab barang Cq. Camat.....
&1 =
Metro

Sehubungan dengan upaya percepatan pembsngunan  dan
pelaksanaan tugas-tugas pemerintah di wilayah Kota Metro dan dalam
rangka menunjang kegiatan pembangunan  sarana | prasarana
kelurahan. . di Kelurahan .......- Kecamatan Metro... ’
karmi mengha:apkan Kira nya dapat diberikan bantuan hibah bﬁrupa

Hibah dimaksud akan dipergunakan unk
Joeplatstin: i s s (diisi Pembangunan Rumah Ihadah untuk
permohonen fisik dan Sarane Prasarana untuk permohonan Hibah
BHTPTHS).

Berkaitan dengan hal (erseluar kami, mengharapkan kiranyva
berkenan untuk dapat membantu kami dalam bentuk pemberian hibah
borupd.......-- ~{Sarpras / Material}.

’:_’rl:ba.gm hﬁhﬂn pE-‘I‘U.II‘.I.b-HI.I.gﬁII. bapak, terlampir kami sampaikan
proposal permnohonan hibah dimalksud.

Demikian, permohonan kami, alas Perkenan dan banluan Bapak
dincapkan lerima kasih.

Mengelahun ¢ Hormat kami

Ketua RT......... Ketua Pengurus

Menpetahu
Ketua BEW ......ovccivnareis
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FORM 4 : Sistcmatika Proposal

PROPOSAL

I. PENDAHULAN

(Penjabaran Latar belakang pengajuan bartuan)
II. RENCANA PEMANFAATAN HIBAH

{Penjabaran penggunaan bantuan}

III. WAKTU DAN LOEKASI HIBAH

{Penjabaran rencana wlokasi dan waktu pemanfaaian bantuan)

IV. JENIS HIBAH YANG DIUSULKAN
Jenis hibah yang diusulkan adalah berupsa:

NO

Nama Tempat Ibadah

Jenis Hibah
{sarpras / Material |

V. NILAI HIBAH DAN RENCANA PENGGUNAAN(RAB)
Milai hibah yang diusulkan adalah Rp. ..,

wresss ] AENgan rincian penggunaan dana scbhagai b-tnkul

H'm § Jumlah
Satuan (Rp] (Rp)

No Uraian Volume
i
1.
W23 Dist
¥1l. PFERUTUP

Demikian proposal pertnohonan hibah ini di buat sebagai bahan pertimbangan,
hesar harapan ami agar proposal ini dapat dircalisasikan.

Mengetahui:

Ketua RW,

Ketua Pengurs..

Ketua BT ............
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FORM 10 :Contoh Susunan Pengurus

SUSUNAN PENGURUS

PANASEHAT i
2,
3.
KETUA
SEKRETARTS
BEMDAHAEA p
SEKSI-SEKSI :
) I
2.
3.
q.
MENGETAHUI :
Ketua RT.... Eetua BW. ...

Ketua LPM
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FORM 11 : Sural Pernyataan
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAE HIBAH BARANG

Saya yang hertanda tangan di bawah nu

Nama

Jabatan dalam organisasi
Almat tempat tinggal
NO.KTP/35IM

NO. Telepon/Hp

Nama Rumah Ibadah

Alamat Sekrotariat

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya:
1. Telah menerima hibah barang dari pemerintah Kota Metro

2. Hibah barang tersebut telah dipunakan sesuai Naskah Perjanjian Hibah
Dacrah (NFHD)

3 Selamjutnya sural pernyataan ini karm bual dengan sebenar-benamya
dan apabila terdapat penyimpangan penggunaan hibah barang terscbut,
saya bersedia dituntur sesuai  ketentuan  peraturan  perundang-
undangan.

Metrn, 2020

Ketua Pengurus



e e E——_—_—_—_

jdih.metrokota.go.id
BAGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO

Lampiran VIl @ Peraturan Walikota Metro
Nomor: 19 2020
Ta 1B APl 2020

PELAPORAN KEUANGAN

Penatausahaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan
pemberdavaan masyarakat i Kelurahan menggunakan mekanisme tambahan uang
dan mekanisme langsung sesuai dengan  ketentvan peraturan perundang-
undangan.

Pada sarl peneiapan peraturan presiden mengenail Eincian APBN, PPPKE melalozkan
pencatatan piutang pendapatan DAY Tambahan dan pendapatan DAU Tambahan
Laporan Operasional.

Pada saaf anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan
pemberdavaan masyarakat di Kelurahan vang berasal dari APBN diterima di RKUT,
PPKD melakukan pencatalan kas di kas daerah dan pendapalan DAL Tarmbahan
Laporan Realisasi Anggaran.

Pelaporan keuangan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan
daty pemberdayvaan masvarakal di Kelurahan dhlaksanakan olch Eelurahan selaku
entitas akuntansi. Pengakuan belanja dan beban  atas anggaran  keglatan
pemhangiinan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masvarakat di
Kelurahan berdasarkan laporan pertanggungjawaban tambahan uang dan laporan
pertangpungawaban lungsional,

Swma anggaran kegiatan pembangunan sarans dan prasarana Kelurahan dan
pemnberdayasan masyarakat di Kelurahan yang bersumber dari DAU tambahan, vang
berada o1 REUD maupun rekeming kelurahan menjadi BilPA  yang akan
thperhitungkan pada alokas: untuk Kegiatan tahun anggaran selanjutnya. Siaa DAL
tambahan atas kegiatan vang output kegiatannva telah tercapai, dianggarkan
kembali untuk mendaar kegiatan vang sama atau kegiatan lainnva pada kelurahan
tertentu sesual prioritas.

S1aa DAU tambahan atas kegiatan vang output kegialannya belum tercapad,
diangparkan kembali untuk mendanai kegiatan yang sama pada  kelurahan
bersangkutan. Pejabat Penatausahaan Kewangan Pembantu di Kelurahan dalamm
melaksanakan pertanggungjawaban kegiatan pembangunan sarana dan prasarana
dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan mempunyal tugas melakulan
verifikasl atas laporan pertanggungjawehan yvang disampaikan oleh Bendahara
Pengreluaran Pembantu kepada KIPA.

Veriflas meliputi:

l. meneht kelenglkapan dokumen laporan pertanggungiawaban dan keabsahan
bulti-bukti pengeluaran vang dilampirkan;

2. menpuji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian objek vang
tercantum dalam ringkasan per tincian objek;

3. menghitung pengenaan Pajak Pertambahan Nilai/Pajalk Penghasilan alas
behan pengeluaran per rincian ohjek dan diwi kebenaran sesuai dengan SPM
dan 3P2D yang diterbitkan periode sehelumnva.
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Laporan penggunaan anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana
Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang bersumber dari APED
dan DAU Tambahan disampaikan kepada Camat dan BUD setiap semester.

Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II
Balaswaktu penyampalan laporan:

a. Semester | disampaikan paling lambat mingguy pertama bulan Juli dengan
realisasi fisik minimal 50% (lima puluh persen);dan

b. Semester I disampaikan paling lambat minggu ketiga bulan Desember
dengan realisasi [sik 100% (seratus persen).

Lurah menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan
prasarana Kelarahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan kepada Walikota
melalni  Camat, Walikota menyampaikan laporan pelaksanasn kegiatan
pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di
Kelurahan kepada Menteri melalui Gubernur sebagai Walkil Pemerintah Pusal.

WALIKOTA METRO,

PAIRIN
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FORM 3
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FORM B
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